
WALIKOTA OGRONTALO 

PROVINSI OORONTi\LO 

PERATURAN WALI KOTA OGRONTALO 

NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANA/lN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAEiRAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAIMO MAHA ESA 

WALI KOTA OGRONTALO, 

IVIenimbang : babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tbbun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintab 

Daerab Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerab, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu 

Kredit Pemerintab Daerab Lfntuk Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerab. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negjira Republik 

Indonesia Tabun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 1959 tentang 

Pembentukan Daerab Tingkat I I Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 74, 

Tambgiban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembjiran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

F E E A . V G K A T 

A5ISTEH 

3EKDA 

Menimbang : 

Mengingat 

  

PERANGKAT 
DAERAH 

  

KABAG 
HUKUM 
  

ASISTEN 

  

SEKDA           j 

k 
1 

  

WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah 

Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu 

Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republi 

Indonesia Tahun 1945, f 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286),
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran 

Negara Republik Indonesisi Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telab beberapa kali diubab terakbir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2023 Nomor 4 1 , Tambaban Lembtiran Negara 

Republik Indonesia Nomoi' 6856); 

6. Peraturan Pemerintab Nctmor 12 Tabun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 2019 NOmor 42, Tambaban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerab 

(Berita Negara Republik Indonesia T£ibun 2020 

Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit 

Pemerintab Daerab Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerab (Berita Negara Republik 

Indonesia Tabun 2022 Nomor 582); 

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/Pbi/2021 

tentang Penyedia J a s a Pembayaran. 

11. Peraturan Daerab Kota Gorontalo Nomor 10 Tabun 2022 

tentang Pengelolaan Kisuangan Daerab (Lembaran 

Daerab Kota Gorontalo Tabun 2022 Nomor 10, 

Tambaban Lembaran Daerab Kota Gorontalo 

Nomor 242); 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 NOmor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit 

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 582), 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/Pbi/2021 

tentang Penyedia Jasa Pembayaran. 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 242),
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA 

PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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1 

KAB.AC 
H U K U » 

4 

[ 
A S : S T E : I r 

S E K D J I ( 
/ 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Goront£ilo. 

2. Pemerintab Daerab adalab Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintaban Daerab yang memimpin pelaksanaan Urusan 

Pemerintaban yang menjadi kewenangan Daerab Kota Gorontalo. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab yang selanjutnya disingkat 

APBD adalab rencana keuangan tabunan Daerab yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerab yang ditetapkan dengan Peraturan Daerab 

Kota Gorontalo. 

4. Wali Kota adalab Wali Kota Gorontalo. 

5. Kartu IG-edit adalab Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem 

pembayaran. 

6. Kartu Kredit Pemerintab Daerab yang selanjutnya disingkat FiKPD adalab 

Kartu ICredit yang dapat digunakan untulo melakukan pemhiayaran atas 

belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran 

pemegiing Kartu dipenuhi oleb Bank Penei-bit Kartu Kredit sesuai dengan 

kewajibannya pada wali yang disepakati dan SKPD berkewajiban 

melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada vmktu yang 

disepalcati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. 

7. Pemegfmg KKPD adalab pejabat dan/atau pegawai yang berstatus 

pegawed negeri sipil daerab untuk melakukan transaksi pembayaran 

dengar. KKPD berdasarkan penetapan penggunaan anggaran. 

S. Adminisrator KKPD adadab pejabat dan/atau pegawai di lingkungan 

satuan kerja perangkat daerab yang berstatus sebagai pegawai negeri 

sipil daerab yang ditugaskan Wali Kota melaksanakan administrasi 

penggunaan KKPD. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN  WALI KOTA TENTANG TATA CARA 

PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

L. 
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Daerah adalah Daerah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memirapin pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Gorontalo. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: 

Kota Gorontalo. 

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Kartu Kredit adalah Kartu Kredit sebagaimana diatur dalarn ketentuan 

peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem 

pembayaran. 

Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah 

Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 

belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran 

pemegang Kartu dipenuhi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit sesuai dengan 

kewajibannya pada wali yang disepakati dan SKPD berkewajiban 

melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang 

disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. 

Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus 

pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran 

dengar. KKPD berdasarkan penetapan penggunaan anggaran. 

Adminisrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan 

satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri 

sipil daerah yang ditugaskan Wali Kota melaksanakan administrasi 

penggunaan KKPD.
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9. Pelakscina Kuasa Pengguna KKPD adalcih pejabat dan/atau pegawai 

negeri sipil daerab yang diberikan kuasa oleb Pemegang KKPD sebagai 

pengguna KKPD. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerab yang selanjutnya disingkat S KPD adalab 

unsur perangkat daerab pada Pemerintab Daerab yang m«;laksanakan 

Urusar. Pemerintaban Daerab. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerab adalab unsur penunjang 

UrusarL Pemerintaban pada Pemerintab Daerab yang melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan Daerab. 

12. Pengguna Angggiran yang selanjutnya disingkat PA adalab pejabat 

pemegEmg kewenangan penggunaan anggaran untuk mcdaksanakan 

tugas c an fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalab 

pejabat. yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kev^nangan PA 

dalam melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerab yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalab kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerab yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendabara Umum Daerab. 

15. Bendabara Umum Daerab yang selsmjutnya disingkat BUD gidalab PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai E5UD. 

16. Kuasa BUD adalab pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 

BUD. 

17. Pejabat Penatausabaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat IDaerab yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalahi pejabat yang m<;laksanakan 

fungsi tata usaba keuangan pada SKPD. 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 

adalab pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau 

beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidan§; tugasnya. 

19. Bendaliara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP adalab pejabat 

yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausabakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

20. Bendabara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP 
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adalab pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, mcimbayarkem, 

menatausabakan, dan mempertanggungjEiwabkan uang untuk keperluan 

belanjgi daerab dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit ISKPD. 
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Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai 

negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai 

pengguna KKPD. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Urusar. Pemerintahan Daerah. 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang 

Urusar. Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat! 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 

tugas can fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA 

dalam melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 

BUD. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK   adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau 

beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP adalah pejabat 

yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP 

adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
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2 1 . Bank F'enerbit KKPD adalab Bank yang memfasilitasi penerbitan Alat 

Pembaj'^aran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau 

melalui kerjasama dengan bank lain. 

22. Daftar Pembayaran Tagiban KKPD yang s(danjutnya disingk£it DPTKKPD 

adalab daftar basil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang 

kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, 

pembebanan anggaran, dan jumlsib tagiban yang barus dibayar kepada 

Bank Penerbit KKPD. 

23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalab uang muka dalam 

jumlab tertentu yang diberikan kepada bendabara pengeluaran untuk 

membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat 

daerab/unit satuan kerja perangkat daerab dan/atau untuk membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 

mekanisme pembayaran langsung. 

24. UP Tun ai adalab UP yang diberikan dalam. bentuk uang tuna i kepada BP 

melalui. transfer RKUD ke rekening BP. 

25. UP KKI*D adalab UP yang diberikan dadam. bentuk batasan belanja (limit) 

kredit kepada BP atau BPP yang pengi^unaannya dilakukan dengan 

KKPD. 

26. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPP-UP adalab dokumen yang digunakan untuk mengajukan 

permintaan pembayaran UP. 

27. Surat Perintab Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM UP adalab dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat 

perintab pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang 

dipergunakan sebagai UP untuk mendaned sub kegiatan. 

28. Surat Perintab Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM GU adalab dokumen yang digunakan untuk penerbitan 

surat pierintab pencairan dana atas beban pengeluaran DPA. SKPD yang 

danan)^ dipergunakan untuk mengganti UP yang telab dibelanjakan. 

29. Surat Perintab Pencairan Dana Uang Persiediaan yang selanjutnya SP2D 

adalab dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 

diterbitkan oleb BUD berdasarkan SPM. 

30. Surat Fieferensi adalab dokumen yang diterbitkan oleb PA yang ditujukan 

kepada Bank Penerbit KKPD untuk menei-bitkan KKPD. 
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Bank Penerbit KKPD adalah Bank yang memfasilitasi penerbitan Alat   
Pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri 2 

melalui kerjasama dengan bank lain. | 

Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPTKKPD 

adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang 

kartu, nomor kartu, jenis belanja barang,                    

pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada| 

Bank Penerbit KKPD. 

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka dalam 

jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk 

membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat 

daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 

mekanisme pembayaran langsung. 

UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam. bentuk uang tunai kepada BP 

melalui transfer RKUD ke rekening BP. 

UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam. bentuk batasan belanja (limit) 

kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan 

KKPD. | 

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengaan 

permintaan pembayaran UP. 

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat 

perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang 

dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan. 

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbit 

surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang 

dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang selanjutnya SP2D 

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 

diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang dituj ukani 

kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.
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3 1 . Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah 

nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang misnggunakan 

Kartu Kredit, yang merupakan suatu ]<ombinasi angka-angka yang 

dibuat oleb computer sebagai kode sandi kbusus untuk kesimanan dan 

kemudaban Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi. 

32. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat ciengan NPD 

KKPD adalab surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja 

menggunakan UP KKPD yang diajukan ol(;b PPTK. 

33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing 

adalab tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik 

atau took daring. 

34. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalab 

sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui 

penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring. 

35. Katalog Elektronik adalab sistem informasi elektronik yang memuat 

informasi berupa daftar, jenis, spesifiksisi teknis, Tingkat Komponen 

Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional 

Indonesia (SNl), produk industri bijau, negara asal, barga, Pcmyedia, dan 

informasi lainnya terkait barang/jasa. 

36. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yixng selanjutnya disingkat PLSE 

adalab pengadaan langsung yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE). 
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BAB 11 

PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

KKPD digunakan untuk penyelesaian tagilian kepada Pemerintab Daersib 

berupa penyelesaian tagiban belanja barang dan jasa serta belanja modal 

melalui mekanisme UP. 

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperbatikan : 

a. kemudaban penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan 

pemakaian yang lebib luas; 

b. transaksi dapat dilakukan di selurub penyedia barang/jasa yang 

menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic date, 

capture atau media dalam jaringan; 

2gp 

31. Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah 

nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan 

Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang 

dibuat oleh computer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan 

kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi. 

32. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD 

KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja 

menggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK. 

33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing 

adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik 

atau took daring. 

34. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah 

sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui 

penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring. 

35. Katalog Elektronik adalah sistem inforrnasi elektronik yang memuat 

informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen 

Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional 

Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan 

informasi lainnya terkait barang/jasa. | 

36. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PLSE 

adalah pengadaan langsung yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan 

  

  

  

        

| Secara Elektronik (SPSE). 

PERANGKAT | 

DAERAH 

sora BAB II 
Asisten PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

7 
SEKPA s 

| 

Pasal 2 
  

ah KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah 

berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal 

melalui mekanisme UP. 

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengari memperhatikan : 

a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan 

pemakaian yang lebih luas, 

b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang 

menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic data 

capture atau media dalam jaringan,  



- 7 -

c. keamanan dalam bertransaksi dan mengbindari terjadinyji 

peryimpangan atau fraud; 

d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash; 

e. efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintab daerab daiji 

penggunaan UP; dan 

f. akuntabilitas pembayaran tagiban daerab dan pembebanan biay^ 

penggunaan UP KKPD. 

BAB 111 

PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

PPKD 

Pasal 3 

Dalam Penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyfii tugas daiji 

wewenang : 

a. menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD; 

melakukan pembabasan rancangan/draft perjanjian kerja sam^ 

Pemerintab Daerab dengan pejabat Bank; Penerbit KKPD; 

menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbi|t 

KKPD: 

memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menetapkai|i 

Pemeg;ang KKPD dan Administrasi KKPD berdasarkan usukm PA; 

menygimpaikan surat permobonan pe:iierbitan KKPD kepada Banjc 

PenerlDit KKPD; 

menertibkan surat perjanjian pengguriaan KKPD dengan Pemegan 

KKPD:; 

menycTabkan KKPD kepada pemegang KKPD disertai beritji acara sera|i 

terimei KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD; 

menandatangani berita acara serab terima KKPD dan surat perjanjiaii 

penggunaan KKPD setelab terlebib dabulu dilakukan penandatanganan 

oleb Pemegang KKPD; 

memberikan persetujuan atas permintaEin kenaikan limit belanja KKPl}) 

dari Pemegang KKPD; 

melakukan penarikan KKPD karena jFenyalabgunaan atau keadaa^ 

tertentu; 

memberikan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dakim bal terjadi 

penyalabgunaan KKPD; 

b. 

c. 

d. 

e . 

f. 

g 

b. 

1. 

J 

k. 

/ 
    
  

  

        

/ 

p 
1   

  

B0 

c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya 

peryimpangan atau fraud, 

d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash, 

e. efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari 

perggunaan UP, dan 

f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya 

penggunaan UP KKPD. 

BAB III 

PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

agbten Bagian Kesatu 

saka 1! PPKD 

' Pasal 3 

Dalam Penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan 

wewenang : 

a. menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD, 

b. melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sama 

Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD, | 

Cc. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit 

KKPD, 

d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menetapkan 

Pemegang KKPD dan Administrasi KKPD berdasarkan usulan PA, 

e. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank 

Penerbit KKPD: 

f. ' menertibkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang 

KKPD: 

g. menyerahkan KKPD kepada pemegang KKPD disertai berita acara serah 

terima KKPD dan surat perjanjian pengginaan KKPD, 

h. menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian 

penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan 

oleh Pemegang KKPD, 

i. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD 

dari Pemegang KKPD, | 

j. melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan 

tertentu, 

k. memberikan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi 

penyalahgunaan KKPD,
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]. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota atas permohonan perubahan 

proporsi perubahan UP KKPD; 

m. memberikan persetujuan sebagian atau selurubnya j^ermobonan 

dispensasi perubahan besaran UP; 

n. menyusun rekapitulasi laporan basil monitoring dan evaluasi 

pelaksiinaan pembayaran dengan KKPD; 

o. memberikan rekomendasi kepada daerab untuk memberikan surat 

teguran dan/atau permobonan besaran UP KKPD; 

p. memberikan surat penarikan KKPD; 

q. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD 

dengan tembusan kepada pemegang KKPD; 

r. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran 

tagiban KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatub tempo 

pembayaran; 

s. meneteipkan standar operasional prosedur terkait norma waktu 

penggunaan, penyelesaian tagiban, dan pertanggungjawaban KKPD 

dengar. berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

t. melakukan monitoring dan evaluasi fjelaksanaan kerjasama, surat 

persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, 

jumlab dan total limit KKPD yang disetujui oleb Bank Pererbit KKPD, 

ringkasan belanja dan pembayaran, serta bambatan dan kendala; dan 

u. menyusun dan menyampaikan laporan basil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran 

dan talrunan secara triwulanan kepada U'ali Kota. 

Jc 

Bagian Kedua 

Kuasa Bendabara Umum Daerab 

Pasal 4 

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang 

a. menyig.pkan surat perjanjian penggun£ian KKPD dengan Pemegang 

KKPD; 

melakukan penelitian besaran/proporsi L^P KKPD; 

menyig.pkan surat persetujuan besgiran UP KKPD SKPD; 

melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa di bayai-kan melalui 

UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan 

besaran/perubahan proposrsi UP KKPD l<:e dalam kartu pengawasan UP 

KKPD; 

b. 

c. 

d. 

  

  

  

1m. 

KL. 

D0. 

Pp. 

9 ks 

LC. 

Ss. 

t. 

Uu. 

/ 

PERANGKAT 
DAERAH J 

KABAG 
HUKUM 
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    BEKDA       
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D 

a 
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memberikan rekomendasi kepada Wali Kota atas permohonan perubahan 

proporsi perubahan UP KKPD, 

memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan 

dispensasi perubahan besaran UP, 

menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD, 

memberikan rekomendasi kepada daerah untuk memberikan surat 

teguran dan/atau permohonan besaran UP KKPD, 

memberikan surat penarikan KKPD, 

menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD   
dengan. tembusan kepada pemegang KKPD, | 

melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran! 

tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo 

pembayaran, | 

menetapkan standar operasional prosedur terkait norma maka 

penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban SKPD 

dengar. berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, | 

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, sura 

persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status ace 

jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, 

ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala, dan 

menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran 

dan tahunan secara triwulanan kepada Wali Kota. 

Bagian Kedua 

Kuasa Bendahara Umum Daerah 

Pasal 4 

alam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang : 

menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegan 

KKPD:, | 

melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD, 

menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD, | 

melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa di bayarkan metan 

UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan 

besaran/perubahan proposrsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP 

KKPD:
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k. 

e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA; 

f. mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidaljc 

memenuhi persyaratan; 

menerbitkan SP2D GU KKPD; 

melakukan koordinasi dengan SKPD, terekait percepatan penyelesaiaiji 

tagiban KKPD yang belum dibayarkan; 

melakijkan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD ok^b PA/KPA; 

menyusun rekapitulasi laporan basil monitoring dan evaluas|i 

pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD; 

meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampidan laporaiji 

dalam bal BUD belum menerima laporan basil monitioring dan evaluasi 

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD; 

menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan basil monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKE> 

selaku BUD; 

m. menyiapkan surat teguran dan/atau permobonan besaran UP KKPD; 

menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPE* 

dalam bal dilakukan permotongan besarsin UP KKPD; dan 

menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPEi 

kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKE' 

selaku BUD; 

1. 

n. 

o. 

Bagian Ketiga 

PA 

Pasal 5 

Dalam p e n j ^ n a a n UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Menyampaikan kebutuhan UP KKPD dakim surat pernyatasin UP; 

b. Menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPE' 

kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD; 

c. Menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saa 

penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD; 

d. Mengajukan surat permobonan perubalian besaran UP KKPD kepadsi 

Wali Kota melalui PPKD selaku BUD; 

e. Melakukan pengujian terbadap : 

1. kebenaran data pibak yang berbali menerima pemtayaran ataj; 

beban APBD; 

2. kebenaran materiil dan perbitungan bukti-bukti pengeiuaran; 
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melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA: 

mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak 

memenuhi persyaratan, 

menerbitkan SP2D GU KKPD: 

melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan penyelesaian 

tagihan KKPD yang belum dibayarkan, 

melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA, 

menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD, 

meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampaian laporan 

dalam hal BUD belum menerima laporan. hasil monitioring dan evaluasi 

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD, 

menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD 

selaku BUD: 

menyiapkan surat teguran dan/atau permohonan besaran UP KKPD, 

menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD 

dalam hal dilakukan permotongan besaran UP KKPD, dan 

menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD 

kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD 

selaku BUD: 

Bagian Ketiga 

PA 

Pasal 5 

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang : 

a. 

b. 

Menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP, 

Menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD 

kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD, 

Menerdbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat 

penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD, 

Mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada 

Wali Kota melalui PPKD selaku BUD: 

Melakukan pengujian terhadap : 

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pemkayaran atas 

beban APBD, 

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran,
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3. Kebenaran perbitungan Tagiban (e-billing)/Daftar Tagiban 

Sementara; 

4. kesesuaian perbitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagiban 

(e-billing)/Daftar Tagiban Sementara; 

5. kesesuain jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

pe:-janjian/kontrak, dokumen serab terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserabkan oleb penyedia barang/jasii. 

f. mengesabkan sebagian/selurubnya bukti-bukti pengeluaran atas 

tagiban yang dibayarkan dengan KKPD; 

g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagiban yang dibayarkan dengan 

KKPD dalam bal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenubi 

ketentuan; 

b. menyarapaikan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenubi 

ketentuan; 

i . menymapaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelatisana kuasa 

pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenubi 

ketentuan; 

j . menerbitkan NPD KKPD; 

k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD 

untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan 

1. melakukan verifikasi atas indikasi penyaleibgunaan KKPD. 

FERA.HGK IT 
DAERAf 

Bagian Keempat 

KPA 

Pasal 6 

Dalam pengj^unaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan weweming : 

£1. mengajukan surat permobonan perubabiin besaran UP KKPD kepada 

PA; 

b. melakukan pengujian terbadap : 

1. kebenaran data pibak yang berbak menerima pemb£iyaran atas 

beban APBD; 

2. ke benaran materiil dan perbitungan bukti-bukti pengeluaran; 

3. kebenaran perbitungan tagiban (e-billing)/daftar tagiban 

sementara; 

h. 

2 Uf 

3. Kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan 

Sementara, 

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan 

(e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara, 

kesesuain jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPDj, dan 

kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa. 

mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas 

tagihan yang dibayarkan dengan KKPD, 

menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan 

KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi 

ketentuan, 

menyarnpaikan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi 

ketentuan, 

menyarnpaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana kuasa 

pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi 

ketentuan, 

menerbitkan NPD KKPD, 

menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD 

untuk penerbitan SP2D-GU KKPD, dan 

melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD. 

Bagian Keempat 

KPA 

Pasal 6 

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wewenang : 
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mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada: 

PA: 

melakukan pengujian terhadap : 

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 

bevsan APBD, 

kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran, 

kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/daftar — tagihan 

sementara,
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4. kesesuaian perbitungan antara bukti pengeluaran dengan tagiban 

(e-billing)/ daftar sementara; 

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

peirjanjian/kontrak, dokumen serab terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserabkan oleb penyedia barang/jas£i; 

c;. mengesabkan sebagian/selurubnya bukti-bukti pengeluaran atas 

tagiban yang dibayarkan dengan KKPD; 

d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagiban yang dibayarkan dengan 

KKPD d alam bal terdapat bukti-bukti peng;eluaran yang tidalc memenubi 

ketentuan; 

e. menertitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenubi 

ketentuan; 

1". menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelalcsana kuasa 

pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenubi 

ketentuan; dan 

g. menertitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP. 

Bagian Kelima 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Pasal 7 

(1) Dalam Pengguna UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wew^enang : 

a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA selaku pemegang 

KICPD untuk melakukan belanja menggunakan KKPD; 

b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka jDelaksanaan 

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan yang mengunakan KKPD; 

c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan 

d. menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD 

dilampiri dokumen belanja kepada P/t/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-

Unit SKPD. 

Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) buruf a, PPTK bertanggungjawab kepada pemegang 

KKPD. 

-11- 

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan 

(e-billing)/ daftar sementara, 

kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD, dan 

kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa, 

Cc. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas 

tagihan yang dibayarkan dengan KKPD, 

d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan 

KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi 

ketentuan, 

e. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi 

ketentuan, 

f. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana kuasa 

pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi 

ketentuan, dan 

8. menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP. 

Bagian Kelima 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Pasal 7 

(1) Dalam Pengguna UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wewenang : 

a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA selaku pemegang 

KKPD untuk melakukan belanja merggunakan KKPD, 

b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan 

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan yang mengunakan KKPD, 

Cc. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD, dan 

menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD 

dilampiri dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/ PPK- 

Unit SKPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD sebagaimaria dimaksud 
    pada ayat (1) huruf a, PPTK bertanggungjawab kepada pemegang 

Dana | KKPD. 
  

  

ASISTEN 

    Y
E
N
 

3EKDA       
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Bagian Keenam 

Pejjabat Penatausabaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerab/Pejabat Penatausabaan Keuangan Unit Satuan 

Kerja Perangkat Daerab 

Pasal 8 

Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyai tugas dan 

wewenjmg : 

a. m<;lakukan verifikasi daftar nominative belanja menggunakan KKPD 

beserta dokumen pendukung, untuk melakukan penilaian atas: 

1. kebenaran data pibak yang berbak menerima pemt)ayaran atas 

beban APBD; 

2. kebenaran materil dan perbitungan bukti-bukti pengeluaran; 

3. kebenaran perbitungan tagibjm (e-billing)/Daftar Tagiban 

Sem.entara; 

4. kesesuaian perbitungan antara bukti pengeluaran dengan 

Tagiban (e-billing)/Daftar Tagiban Sementara; 

5. kesesuaian jenis belanja yang dfipat dibayarkan dengan KKPD; 

dan 

6. kesesuciian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serab terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserabkan oleb penyedia barang/jasa. 

b. menyiapkan DPT; 

c. menyiapkan NPD KKPD; 

d. melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleb BP dengan Langkab-langkab sebagei berikut: 

1. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan babwa belanja yang 

dibayarkan menggunakan KKPD tidak melebibi sisa anggaran; 

2. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

yang dibayarkan menggunakan KIKPD telab disediakan; 

3. Meneliti kelengkapan dan keatisaban bukti-bukti transaksi 

belanja yang dibayarkan menggunakan KKPD; dan 

4. Meneliti kesesuaian jumlab perbitungan pengajuan GU KKPD 

^ dan bukti-bukti transaksinya. 

e. menyiapkan SPM GU KKPD; 

f. menyiapkan drsift surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; 

g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; dan 

(1) 

12 - 

Bagian Keenam 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 8 

Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyai tugas dan 

wewenang : 

a. 

  

PERANGKAT 
DAERAH 

  

KABAG 

  

ASISTEN 

    BEKDA         
l 

k 
X 

' 

melakukan verifikasi daftar nominative belanja menggunakan KKPD 

beserta dokumen pendukung, untuk melakukan penilaian atas: | 

l, kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 

beban APBD: | 

kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran, 

kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan 

Sem.entara, 

kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan 

Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara, 

kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD,| 

dan | 

kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa. 

menyiapkan DPT, 

menyiapkan NPD KKPD, 

melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleh BP dengan Langkah-langkah sebagsi berikut: 

ha Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja yang 

dibayarkan menggunakan KKPD tidak melebihi sisa anggaran, 

Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

yang dibayarkan menggunakan KKPD telah disediakan, 

Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi | 

belanja yang dibayarkan menggunakan KKPD, dan 

Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU KKPD 

dan bukti-bukti transaksinya. 

menyiapkan SPM GU KKPD, 

menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, 

menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD, dan
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h. m(myampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah 

dilandatangani oleh PA dan BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP 

GU KKPD. 

Dalam penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD mempunyai tugas dan 

wewenjmg : 

a. mcdakukan verifikasi daftar nominative belanja menggunakan KKPD 

beserta dokumen pendukung untuk melakukan penilaijm atas; 

1. kebenaran data pibak yang berbak menerima pembayaran atas 

beban APBD; 

2. kebenaran materil dan perbitung£in bukti-bukti pengeluaran; 

3. kebenaran perbitungan tagiban (e-biUing)/Daft£Lr Tagiban 

Sementara; 

4. kesesuaian perbitungan antara bukti pengeluaran dengan 

Tagiban (e-billing)/Daftar Tagiban Sementara; 

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; 

dan 

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serab terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserabkan oleh. penyedia barang/jasa. 

b. mimyiapkan DPT KKP; 

c. mimyiapkan NPD KKPD; dan 

d. mimyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telab 

di:andatangani oleb KPA kepada BPP untuk penyiapan dan 

pengajuan SPP GU KKPD. 

Bagian Ketujub 

Bendabara Pengeluaran/Bendabara F'engeluaran Pembantu 

Pasal 9 

Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan we^venang : 

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada PA; 

b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlab UP Tunai UP. 

KICPD yang dikelola oleb masing-masing BPP dalam pengajuan UP 

dgm/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD 

selaku BUD; 

c. melakukan pengujian : 

1. NPD KKPD dan KKPD; 

2. ketersediaan dana UP KKPD, dan 

(2) 

4 13 

h. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD vang telah 

ditandatangani oleh PA dan BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP 

GU KKPD. 

Dalam penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD mempunyai tugas dan 

wewenang : 

a. melakukan verifikasi daftar nominative belanja menggunakan KKPD 

beserta dokumen pendukung untuk melakukan penilaian atas, 

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 

beban APBD: 

kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran, 

  
kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan 

Sementara, 

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan 

Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara, 

5. kesesuaian jenis belanja yang daovat dibayarkan dengan KKPD, | 

dan   
6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan 

  barang/jasa yang diserahkan oleh. penyedia barang/jasa. 

b. menyiapkan DPT KKP, 

Cc. menyiapkan NPD KKPD, dan 

d. menyampaikan NPD KKPD dar DPT KKPD yang telah 

ditandatangani oleh KPA kepada BPP untuk penyiapan dan   

PANGKAT 
AERAH 2

 

pengajuan SPP GU KKPD. 
  

KABAG 

  

ABISTEN 

Bagian Ketujuh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Fengeluaran Pembantu 
    SEKDA         (1) 

Pasal 9 

Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan wewenang : 

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada PA, 

b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai UP. 

KKPD yang dikelola oleh masing-masing BPP dalam pengajuan U 

dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPK 

selaku BUD: 

Cc. melakukan pengujian : 

1. NPD KKPD dan KKPD, 

2. ketersediaan dana UP KKPD, dan
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d. 

e . 

f. 

h. 

PE! 
D 

ANGKAT 
^RAH 

r. 
AB.AG 
UKUM t A fISTEN 

EKDA 
/ ( 

3. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak 

atas tagiban dalam NPD KKPD. 

Menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan 

mcmgembalikan kepada PA dalam bal NPD KKPD dan DPT KKPD 

tid ak memenubi persyaratan untuk dibayarkan; 

mcjngajukan permintaan penggantian UP KKPD melaJui SPP-GU 

KFfPD kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD 

dari PA dan NPD KKPD dan DPT KKl^D dari KPA, beserta dokumen 

pendukung lainnya melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi; 

m(jnyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mu tlak PA; 

melakukan pembayaran tagiban KKPD melalui pendebitan rekening 

BP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelab pencairan dana SP2D 

diterima/masuk ke rekening BP; dan 

m(3lakukan pemindabbukuan UP KKPD melalui pendebiiian rekening 

BP ke rekening masing-masing BPP. 

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunyai tugas dan wcjwenang; 

a. menyampaikan kebutuban UP KKPD Unit SKPD kepadfi BP; 

melakukan pengujian; 

1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan 

2. ketersedian dana UP KKPD. 

menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan 

mengembalikan kepada KPA dalam l ial NPD KKPD dan DPT KKPD 

tidak memenubi persyaratan untuk dibayarkan; 

menyampaikan NPD KKPD dan DPIP KKPD yang telali memenubi 

persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan 

melakukan pembayaran tagiban KKFD melalui pendebii:an rekening 

BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelab dana UP KKPD 

diterima/masuk ke rekening BPP yang di transfer oleb E5P. 

b. 

c. 

d. 

e . 

Bagian Kedelapan 

Administrator KKl^D 

Pasal 10 

Dalam penj^gunaan UP KKPD, Administrator KKPD mempunyai tugas dan 

wewenang; 

a. melakukan aktivitas KKPD dan request/laktivasi PIN KKPD melalui call 

center/' layanan pesan singkat (sbort message service) / sarana lainnya; 

- Id - 

3. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak 

atas tagihan dalam NPD KKPD. 

Menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan 

mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD 

tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, 

mengajukan permintaan penggantian UP KKPD melalui SPP-GU 

KKPD kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD dari DPT KKPD 

dari PA dan NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta dokumen 

pendukung lainnya melalui PPK-SKPD untuk dilakukari verifikasi, 

menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, 

melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening 

BP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah pencairan dana SP2D 

diterima/masuk ke rekening BP, dan 

melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui pendebiran rekening 

BP ke rekening masing-masing BPP. 

Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunyai tugas dan wewenang, 

a. 

b. 

  

Takera Di 

  

HABAG 

  

ASISTEN 

    SEKDA           

menyampaikan kebutuhan UP KKPD Unit SKPD kepada BP, 

melakukan pengujian, 

1. NPD KKPD dan DPT KKPD, dan 

2. ketersedian dana UP KKPD. 

menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan 

mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD 

tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, 

menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah memenuhi 

persyaratan untuk dibayarkan kepada BP, dan 

melakukan pembayaran tagihan KKFD melalui pendebiran rekening 

BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah dana UP KKPD 

diterima/ masuk ke rekening BPP yang ditransfer oleh BP. 

Bagian Kedelapan 

Administrator KKPD 

Pasal 10 

Dalam penggunaan UP KKPD, Administrator KKPD mempunyzsi tugas dan 

wewenang, 

melakukan aktivitas KKPD dan reguest/aktivasi PIN KKPD melalui call a. 

center/ layanan pesan singkat (short message service)/sarana lainnya,
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meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau 

permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik 

dan/atau sarana tercepat lainnya setelab niendapatkan persi^tujuan dari 

PA/KPA; 

menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode 

kenaikim batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD 

kepada Bank Penerbit KKPD dalam bal permintaan kenaikan batasan 

belanja (limit) KKPD secara sementara; 

menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD periode 

permarien, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD 

dalam bal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara 

permanen; 

melakukan monitoring pengembalikan batasan belanja (limit) KKPD 

secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelab periode 

kenaik£m batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku jDenggunaan 

UP KKPD; 

mengajukan permintaan pengembalian btitasan belanja (limit) KKPD ke 

batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam bal 

batasan belanja (limit) KKPD yang naildcan secara sementara tidak 

kembali kebatasan belanja (limit) awal setelab periode berakliir; 

meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada 

Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sartma tercepat 

lainnya setelab mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan 

menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama 

KKPD, bukti-bukti pembayaran/pemindalibukuan yang sab, dan nomor 

rekening BP/BPP untuk penyetoran kembcili kepada Bank Penerbit KKPD 

dalam bal penyetoran kembali atas keterkmjuran pembayaran. 

BAB IV 

UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAEFiAH 

Bagian Kesatu 

Penentuan Proporsi UP 

Pasal 11 

UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: ayat (1) terdiri dari UP Tunai 

dan UP KKPD. 

2 1S 

b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau 

permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik 

dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari 

PA/KPA, 

Cc. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode 

kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD 

kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan 

belanja (limit) KKPD secara sementara, 

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD periode. 

permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD 

dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara 

permaren, 

e. melakukan monitoring pengembalikan batasan belanja (limit) KKPD 

secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode 

kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan 

UP KKPD, 

fl. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke 

batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal 

batasan belanja (limit) KKPD yang naikkan secara sementara tidak 

kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir, 

g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada 

Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat 

lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA, dan 

h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama 

KKPD, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor 

rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD: 

dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran. 

  

  

  

    

! BAB IV 
PERANGKAT 

Iu UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 
KABAG r 

HUKUM 

Bagian Kesatu 
ASISTEN 

/ Penentuan Proporsi UP 

KDA 1 

7 Pasal 11       

| 
(1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari UP Tunai 

dan UP KKPD.  
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(2) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 

UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpfiban dari BP. 

13) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. UP Tunai sebesar 60% (enam pulub persen) dari besaran UP masing-

masing SKPD; dan 

b. UP KKPD sebesar 40% (empat pulub persen) dari besaran UP 

Masing-masing SKPD. 

(4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetajokan dalam 

keputusan Wali Kota. 

Pasal 12 

(1) Proponsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) buruf 

b dapai: dilakukan perubaban sesuai deng;an kebutuban penggunaan UP 

KKPD pada SKPD. 

(2) Perubaban proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa kenaikan atau penurunan propersd UP KKPD. 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolebkan lebib 

dari 70% (tujub pulub persen). 

(4) Penurunan sebagaimana dimaksud padci ayat (2) tidak diperbolebkan 

kurang: dari 30% (tiga pulub persen). 

(5) PA mengajukan perubaban proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui PF»KD selaku BUD. 

(6) PPKD selaku BUD memberikan pertimbjmgan atas usulan. perubaban 

proporisi UP KKPD kepada Wali Kota. 

(7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wali 

Kota memberikan persetujuan perubaban proporsi UP KKPD. 

Pasal 13 

Pertimbangim kenaikan atau penurunan sebagaimana dimalisud dalam 

Pasal 12 ayat (7) didasarkan atas : 

a. kebutuban pengeluaran ril l SKPD. 

b. perubaban kebijakan pelaksanaan belanja SKPD. 

c. perubaban dalam system pembayaran dengan kanal pembayaran secara 

elektronik; atau 

kebutuban lainya dalam rangka efektifitas penggunaan UP SKPD. 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(7) 
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UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 

UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP. 

Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. UP Tunai sebesar 60Y6 (enam puluh persen) dari besaran UP masing- 

masing SKPD, dan 

b. UP KKPD sebesar 40x» (empat puluh persen) dari besaran UP 

Masing-masing SKPD. 

Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam 

keputusan Wali Kota. 

Pasal 12 

Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf 

b dapa: dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penggunaan UP 

KKPD pada SKPD. 

Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD. 

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan lebih 

dari 70Y6 (tujuh puluh persen). 

Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan 

kurang dari 30Yo (tiga puluh persen). 

PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD. 

PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan. perubahan 

proporsi UP KKPD kepada Wali Kota. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wali 

Kota memberikan persetujuan perubahan proporsi UP KKPD. 

Pasal 13 

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (7) didasarkan atas : 

    
  

z2 
  

BI 

    BEKDI       

  

kebutuhan pengeluaran rill SKPD. 

perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD. 

perubahan dalam system pembayaran dengan kanal pembayaran secara 

elektronik, atau 

kebutuhan lainya dalam rangka efektifitas penggunaan UP SKPD. 
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Pasal 14 

ISesaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 11 ayat (3) atau perubaban proporsi UP KKPD yang telab disetujui 

oleb Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5). 

Bagian Kedua 

Permintaan Uang Persedifian KKPD 

Pasal 15 

(1) BP menyampaikan kebutuban UP KKPD kepada PA. 

(2) PA mencantumkan kebutuban UP KKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam surat pernyataan UP dan dicijukan pada saat pi^nyampaian 

SPM UP Tunai kepada Kuasa BUD. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

2) 

i 

Pasal 16 

Dalam lial terdapat perubaban besaran UP KKPD sebagaiman a dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (3) atau dalam perubaban proporsi UP KKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) setelab adanya 

penyampaian SPM UP, PA mengajukan surat permobonan perubaban 

besaran UP KKPD kepada PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD. 

Surat permobonan perubaban persei:ujuan besaran UP KKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan : 

a. Surat pernyataan UP dari PA; dan 

b. Keputusan Wali Kota mengenai perubaban besaran UP atau 

proporsi UP KKPD. 

Ketentuan mengenai format surat pernyataan UP dari PA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 17 

Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan Wali Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Kuasa BUD melakukan penelitian 

besaran UP KKPD. 

Dalam bal besaran/proporsi UP KKPD telab memenubi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tiyat (3) dan Pasal 12 ayat (5), 

PPKD sielaku BUD menerbitkan Surat P(;rsetujuan Besaran UP KKPD 

SKPD. 

SEXD. 

Ym 

Pasal 14 

Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui 

oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5). 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 
  

    

  

              

Bagian Kedua 

Permintaan Uang Persediaan KKPD 

Pasal 15 

BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA. 

PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam surat pernyataan UP dan diajukan pada saat penyampaian 

SPM UP Tunai kepada Kuasa BUD. 

Pasal 16 

Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (3) atau dalam perubahan proporsi UP KKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) setelah adanya 

penyampaian SPM UP, PA mengajukan surat permohonan perubahan 

besaran UP KKPD kepada PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD. 

Surat permohonan perubahan perserujuan besaran UP KKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan : 

a. Surat pernyataan UP dari PA, dan 

b. Keputusan Wali Kota mengenai perubahan besaran UP atau 

proporsi UP KKPD. 

Ketentuan mengenai format surat pernyataan UP dari PA sebagaimana: 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 17 

Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan Wali Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Kuasa BUD melakukan penelitian 

besaran UP KKPD. 

Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD telah memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (5), 

PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Persetujuan Besaran UP KKPD 

SKPD.
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(3) Surat jjersetujuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkan paling lambat 1 

(satu) bari kerja setelab SPM UP dan/atau permobonan perubaban 

besaran UP KKPD SKPD diterima oleb Kuasa BUD. 

(4) Untuk BP yang dibantu oleb beberapa BPP, pengajuan UP dan/atau 

pengajuan perubaban besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD 

melalu i Kuasa BUD barus melampirkan daftar rincian yang menyatakan 

jumlab UP Tunai dan UP KKPD oleb masing-masing BPP. 

(5) Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang 

meruptikan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Wali Kota. 

PERA.HGK T 
DAERAR 

Bagian Ketiga 

Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD 

Pasal 18 

(1) KKPD terdiri atas : 

a. kartu Kredit untuk keperluan belanjei barang dan jasa serta belanja 

modal; 

b. kartu Kredit untuk keperluan belanjgi perjalanan dinas; 

(2) Kartu IKiredit untuk keperluan belanja t^arang dan jasa si^rta belanja 

modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a, meliputi: 

a. belanja barang kebutuban sebari-bari dan perkantoran; 

b. belanja pengadaan baban makanan; 

c. belanja barang untuk persediaan; 

d. belanja sewa; 

e. belanja pemelibaraan; 

f. belanja baban bakar kendaraan dinas; 

g. belanja modal; dan 

b. belanja lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

(3) Belanja barang dan j asa sebageiimana dimaksud pada ayat (2) 

mengutamakan produk dalam negeri dan usaba mikro, kecil dan 

koperasi. 

(4) Kartu Kredit untuk keperluan belanja pierjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) buruf b meliputi komponen jjembayaran 

transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan. 

(8) 

4 

(1) 

(2) 
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Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkan paling lambat 1 

(satu) hari kerja setelah SPM UP dan/atau permohonan perubahan 

besaran UP KKPD SKPD diterima oleh Kuasa BUD. 

Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pengajuan UP dan/atau 

pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD 

melalui Kuasa BUD harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan 

jumlah UP Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP. 

Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam larnpiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 

Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD 

Pasal 18 

KKPD terdiri atas : 

a. kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja 

modal: 

b. kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas, 

Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja 

modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : 

a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran, 

T belanja pengadaan bahan makanan, 

belanja barang untuk persediaan, 

belanja sewa, 

belanja pemeliharaan, 

belanja bahan bakar kendaraan dinas, 

belanja modal, dan 

b
u
»
?
 2» 

belanja lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan 

koperasi. | 

Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen pembayaran 

transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan.



- 19 -

(5) Jenis SIKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan limit penggunaan 

KKPD untuk keperluan belanja sebagaima na dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4| ditetapkan dalam keputusan Wali Kota. 

Pasal 19 

[1) Penggunaam KKPD sebagaimana Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan nilai 

belanja paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiab) untuk 1 (satu) penerima pembayaran. 

(2) Penggu naan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui transaksi katalog elektronik, took daring, dan P L S E yang 

disediakan oleb lembaga yang menyeleng§;arakan tugas pemerintaban di 

bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintab. 

13) BelanjEL barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan langkab sebagai berikut: 

a. mcjmastikan barang/jasa yang dibutubkan tersedian pada layanan 

PLSE seperti e-katalog, e-katalog lokiil, toko daring dan ritel daring; 

b. spesifikasi barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-

SF5PD, termasuk jenis produk dalam negeri dan Tingkat Komponen 

Dedam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan; 

c. m<?mastikan ketersediaan limit KKPD untuk melakukan 

pembayaran belanja; 

d. pilib pesanan barang/jasa yang dibutubkan; dan 

e. mcdakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit pada 1 (satu) 

penerima pembayaran. 

(4) Dalam bal KKPD digunakan untuk transalisi di luar sarana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) 

penerima pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima pulub ju ta 

rupiab). 

(5) Limit telanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa 

serta bislanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar 

Rp. 50.000.000,00 ( l ima pulub ju ta rupiab). 

(6) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas 

jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp. 

40.000 .000,00 (empat pulub juta rupiab). 

(7) Total b.atasan limit belanja KKPD pada SKPD paling banyak sebesar UP 

KKPD yang telab disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud 

dalam l^asal 17 ayat (2). 
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Jenis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan limit penggunaan 

KKPD untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4| ditetapkan dalam keputusan Wali Kota. 

Pasal 19 

Penggunaan KKPD sebagaimana Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan nilai 

belanja paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran. 

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui transaksi katalog elektronik, took daring, dan PLSE yang 

disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di 

bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. memastikan barang/jasa yang dibutuhkan tersedian pada layanan 

PLSE seperti e-katalog, e-katalog lokal, toko daring dan ritel daring, 

b. spesifikasi barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam DPA- 

SKPD, termasuk jenis produk dalam negeri dan Tingkat Komponen 

Dalam Negeri sesuai peraturan peruridang-undangan, 

C. memastikan ketersediaan limit KKPD untuk melakukan 

pembayaran belanja, 

d. pilih pesanan barang/jasa yang dibutuhkan, dan 

e. melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit pada 1 (satu) 

penerima pembayaran. 

Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) 

penerirra pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa 

serta belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar 

Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah). 

Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas 

jabatar untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp. 

40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). | 

Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling banyak sebesar UP 

KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2).
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(8) Total b(;saran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1 (satu) tabun 

tidak m elebibi pagu jenis belanja yang hisa dibayarkan melalui UP KKPD. 

(9) Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) adalab paling banyak 30% (tiga pulub persen) 

dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarb;an melalui UP. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

P E R A N G : 
D.AERA 

AT 
i 

KA£A< 
MUKM I 

ASISTt N 

SEKD. 
1 
} 

(: ) 

Bagian Keempat 

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan 

Administrator KKPD 

Pasal 20 

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/atau Administrator 

KKPD merupakan pejabat/pegawai SKPD yang berstatus pegawai negeri 

sipil daerab. 

Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

PA/KPA. 

Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupaikam pegawai negeri sipil daerab yang mendapat kuasa untuk 

menggunakan KKPD dari PA/KPA. 

Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

BP/BPP. 

Dalam bal terdapat pemegang KKPD sebtigaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan/atau Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berbalsngan, pegawai yang ditunjuk raelaksanakan tugas PA/KPA 

dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang KKPD dan 

Administrator KKPD. 

BAB V 

PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAEIiAH 

Bagian Kesatu 

Perjanjian Kerja Sama 

Pasal 21 

PPKD selaku BUD menunjuk Bank yang menjadi penempatan RKUD 

sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuar. peraturan 

perundang-undangan. 

(8) 

(9) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Total besaran UP KKPD dan penggunaan JP KKPD dalam 1 (satu) tahun 

tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD. 

Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) adalah paling banyak 3076 (tiga puluh persen) 

dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP. 

Bagian Keempat 

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan 

Administrator KKPD 
  

Pasal 20 

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/atau Administrator 

KKPD merupakan pejabat/pegawai SKPD yang berstatus pegawai negeri 

sipil daerah. 

Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

PA/KPA. 

Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pegawai negeri sipil daerah yang mendapat kuasa untuk 

menggunakan KKPD dari PA/KPA. 

Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

BP/BPP. 

Dalam hal terdapat pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan/atau Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berhalangan, pegawai yang ditunjuk rnelaksanakan tugas PA/KPA 

dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang KKPD dan 

Administrator KKPD. 

BAB V 

PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Perjanjian Kerja Sama 

Pasal 21 

PPKD selaku BUD menunjuk Bank yang menjadi penempatan RKUD| 

sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan. perataan 

perundang-undangan.
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Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

bank yang sama dengan bank penempatan RKUD. 

Berdasarkan penunjukan Bank sebagaimana dimaksud psida ayat (1), 

PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank 

Penerbit KKPD. 

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling 

sedikit memuat: 

a. definisi; 

b. tujuan perjanjian kerja sama; 

c. ruang lingkup perjanjian kerja sama; 

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran 

fasilitas kredit (credit line) SKPD; 

e. bak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD; 

f. tata cara penagiban dan pembayaran tagiban KKPD; 

g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; 

b. penyelesaian perselisiban dan bukum yang berlaku; 

i . jangka waktu perjanjian; 

j . berakbirnya dan akibat pengakbiran perjanjian; 

k. alamat dem wakil para pibak; 

1. surat referensi; 

m. keadaan kabar (force majeure); dan 

n. kerabasiaan informasi/data. 

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud padei ayat (3) 

ditandeitangani oleb PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD. 

Pasal 22 

Dalam bal Bank penempatan RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 ayat (2) belum memiliki kewenangan menerbitkan kartu kredit, bank 

penemjjatan RKUD meleikukan kerja scima dalam penerljitan KKPD 

dengan bank badan umum milik negara yang telab memperoleb izin 

sebagai penerbit kartu kredit dari otoritas yang berwenang. 

Dalam rangka kerjasama dengan bank badan umum milik negara dalam 

penyediaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank 

penemjjatan RKUD membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan 

umum milik negara. 

Perjanjjiian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 

sedikit memuat : 

a. definisi; 

(2) 

4) 
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Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

bank yang sama dengan bank penempatan RKUD. 

Berdasarkan penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank 

Penerbit KKPD. | 

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling 

sedikit memuat: 

a. definisi: 

b. tujuan perjanjian kerja sama, 

Cc. ruang lingkup perjanjian kerja sama, 

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran 

fasilitas kredit (credit line) SKPD, 

hak dan kewajiban PPKD selaku BUI) dan Bank Penerbit KKPD, 

tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD, 

jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak, 

b
a
 

» 
9 

penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku, 

pa
d»

 
. jangka waktu perjanjian, 

j-. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian, 

k. alamat dan wakil para pihak, 

Ll surat referensi: 

m. keadaan kahar (force majeure), dan 

n. kerahasiaan informasi/data. 

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Perierbit KKPD. 
| 

Pasal 22 

Dalam hal Bank penempatan RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 ayat (2) belum memiliki kewenangan menerbitkan kartu kredit, bank 

penempatan RKUD melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD'| 

dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin 

sebagai penerbit kartu kredit dari otoritas yang berwenang. 

Dalam rangka kerjasama dengan bank badan umum milik negara dalam 

penyediaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank 

penempatan RKUD membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan! 

umum milik negara. 

Perjanjiian kerja sama sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), paling 

sedikit memuat : 

a. definisi,
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b. tujuan perjanjian kerja sama; 

c. ruang lingkup perjanjian kerja sama; 

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran 

fasilitas kredit (credit line) SKPD; 

e. bak dan kewajiban bank penempatan RKUD dan bank badan umum 

milik negara penerbit KKPD; 

f. tata cara penagiban dan pembayaran. tagiban KKPD; 

g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; 

b. penyelesaian perselisiban dan bukum yang berlaku; 

i . jangka waktu perjanjian; 

j . berakbirnya dan akibat pengakbiran perjanjian; 

k. akimat dan wakil para pibak; 

1. surat referensi; 

m. keadaan kabar (force majeure); 

n. kerabasiaan informasi / data; dan 

o. ketentuan penutup; 

(4) Perjanj:ian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditandgdangani oleb pejabat bank penempatan RKUD dan pejabat bgink 

badan umum milik negara Penerbit KKPD; 

(5) Kerja siama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 

5 (lima) tabun atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleb lembaga 

ygmg b€;rwenang mengeluarkan izin penerlDitan Kartu Kredit. 

Bagian Kedua 

Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD 

Pasal 23 

(1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 ayat (5), PA menygimpaikan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftgir 

Usulan Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD. 

(2) Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. nama dan NIP pemegang KKPD; 

b. tempat dan tanggal labir pemegang KKPD; 

c. jabatan pemegang KKPD; 

d. kewenangan pemegang KKPD; 

e. batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing; pemegang 

KEPD; 
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tujuan perjanjian kerja sama, 

ruang lingkup perjanjian kerja sama, 

pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran 

fasilitas kredit (credit line) SKPD: 

hak dan kewajiban bank penempatan RKUD dan bank badan umum 

milik negara penerbit KKPD, 

tara cara penagihan dan pembayaran. tagihan KKPD: 

jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak, 

penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku, 

jangka waktu perjanjian, 

berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian, 

alamat dan wakil para pihak, 

surat referensi, 

keadaan kahar (force majeure), 

kerahasiaan informasi / data, dan 

ketentuan penutup, 

Perjanjan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditandatangani oleh pejabat bank penempatan RKUD dan pejabat bank 

badan 1imum milik negara Penerbit KKPD, 

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 

5 (lima) tahun atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga 

yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit. 

Bagian Kedua 

Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD 

Pasal 23 

Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 ayat (5), PA menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKPI) dan Daftar 

Usulan Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD. 

Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. 

b. 

Cc. 

nama dan NIP pemegang KKPD, 

tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD, 

jabatan pemegang KKPD, 

kewenangan pemegang KKPD, 

batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing pemegang 

KKPD:
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f. alcimat surat elektronik pemegang KFIPD; 

g. nama dan NIP Administrator KKPD; 

h. tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD; 

i . jabatan Administrator KKPD; dan 

j . al£imat surat elektronik Administrator KKPD. 

Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan dengan 

Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan PA, KPA, BP dim BPP pada 

SKPD. 

PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar Pemegang KKPD dan 

Administrator KKPD untuk disampaikan kepada Wali Kota untuk 

ditetaplian dengan keputusan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 

Pengajuan KKPD' 

Pasal 24 

Berdasarkan keputusan Wali Kota sebaggdmana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (4), PPKD selaku BUD mengajukan surat permobonan penerbitan 

KKPD l<:epada Bank Penerbit KKPD. 

Surat permobonan penerbitan KKPD siebagaimana dimgiksud pada 

ayat (1), dengan melampirkan : 

a. Surat Referensi dari PA/KPA; 

b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan; 

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang; masib berlaku dajri PA/KPA; 

d. SK : PA; dan 

e. Surat Keputusan Wali Kota tentang besaran UP SKPD. 

Ketentuan mengenai format Surat Permobonan Penerhiitan KKPD 

sebagaimana dimgiksud pada ayat (2), dan Surat Referensi sebagaimgma 

dimaksud pada ayat (2) buruf a, tercgmtum dalam Lampiran yang 

merupgikan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Wgdi Kota ini. 

Bagian Keempat 

Penerbitan KKPD 

Pasal 25 

Bank Penerbit KKPD melakukan verifil-:asi Surat Permobonan yang 

diajukan oleb PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dal;=im Paseil 24 

ayat (2). 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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alamat surat elektronik pemegang KKPD: 

nama dan NIP Administrator KKPD: 

tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD, Y
K
 

mM 
pk
» 

. jabatan Administrator KKPD, dan 

j- alamat surat elektronik Administrator KKPD. | 

Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan dengan 

Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada 

SKPD. 

PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar Pemegang KKPD dan 

Administrator KKPD untuk disampaikan kepada Wali Kota untuk 

ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 

Pengajuan KKPD 

Pasal 24 

Berdasarkan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (4), PPKD selaku BUD mengajukan surat permohonan penerbitan 

KKPD kepada Bank Penerbit KKPD. 

Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada| 

ayat (1), dengan melampirkan : 

a. Surat Referensi dari PA/KPA, 

b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan, 

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari PA/KPA, 

d. SK PA, dan 

e. Surat Keputusan Wali Kota tentang besaran UP SKPD. 

Ketentuan mengenai format Surat Permohonan Penerbitan KKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Surat Referensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Bagian Keempat 

Penerbitan KKPD 

Pasal 25 

Bank Penerbit KKPD melakukan verifikasi Surat Permohonan yang 

diajukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24: 

ayat (2).
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(1) 

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk 

persetujuan pemberian batasan belanja (limit) KKPD yang disesuaikan 

dengan kebijakan Bank Penerbit KKPD dengan mempertimbjingkan suraj 

keputusan Wali Kota tentang besaran UP SKPD. 

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selesa. 

dilaks£inakan paling lambat 6 (enam) bari kerja setelab Sura 

Permolionan Penerbitan KKPD diterima oleb Bank KKPD. 

Dalam bal basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 

terpenubi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan : 

a. K K : P D ; 

b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan 

c. tanda terima KKPD, untuk diserabkgm kepada PPKD selaku BUD. 

Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) bari kerja 

setelab basil verifikasi terpenubi. 

Bank Penerbit KKPD menyerabkan KKPD kepada PPKD selaku BUD 

paling Lambat 1 (satu) bari kerja setelab FiKPD diterbitkan. 

Pasal 26 

Dalam bal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan 

ayat (2) tidak terpenubi. Bank Penerbit KKPD menolak sebagian atau 

seluruli permobonan penerbitan KKPD dengan menyampaikan sura 

pemberitabuan penolakan kepada PPKD selaku BUD. 

Penyampaian surat pemberitabuan penolakan sebagaimana dimaksud 

pada eyat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bari kerja setelab 

berakbirnya proses verifikasi. 

PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi persyaratan 

permobonan penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepada Bank 

Penerbit KKPD untuk proses verifikasi lebib lanjut. 

Bagian Kelima 

Aktivasi dan Penggunaan KKPD 

Pasal 27 

Pemeggmg KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan kewenangannya 

setelab terlebib dabulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk 

pertama kali . 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 
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Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk 

persetujuan pemberian batasan belanja (limit) KKPD yang disesuaikan 

dengan kebijakan Bank Penerbit KKPD dengan mempertimbangkan sura 

keputusan Wali Kota tentang besaran UP SKPD. | 

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selesai 

dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Surat 

Permohonan Penerbitan KKPD diterima oleh Bank KKPD. 

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 

terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan : 

a. KKPD, 

b. rekapitulasi penerbitan KKPD, dan 

Cc. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD selaku BUD. 

  

Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja 

setelah. hasil verifikasi terpenuhi. 

Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD 

paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKPD diterbitkan. 

Pasal 26 

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dani 

ayat (2) tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menolak sebagian atau 

seluruh permohonan penerbitan KKPD dengan menyampaikan surat 

pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku BUD. 

Penyanapaian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah 

berakhirnya proses verifikasi. 

PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi persyaratan 

permohonan penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepada Bank 

Penerbit KKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut. 

Bagian Kelima 

Aktivasi dan Penggunaan KKPD 

Pasal 27 

Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan kewenangannya 

setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk 

pertama kali.



- 25 -

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalu:, 

call center/layanan pesan singkat [Short Message Seitnce)/sarane. 

lainnya. 

Reguest/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleb Administrator KKPD ata i 

masing-masing Pemegang KKPD melalui caZZ center/layanan pesan 

singkat [Short Message Service) / sarana lainnya. 

Pasal 28 

Setelab aktivasi Kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPD secarg 

otomal is aktif dan siap digunakan. 

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk pembayaran belanja barang dan j asa serta belanja modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

Pasal 29 

Pemegimg KKPD membububkan tandti tangan pada kolom tanda 

tangan [signature panel) yang terdaipat pada bagian belakang 

KKPD. 

Pemegimg KKPD wajib merabasiakan nomor kartu, PIN, Card Verificatior. 

Value (CW) dan masa berlaku KKPD. 

Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian 

transalisi KKPD untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang 

salab/tidak diakui [dispute). 

Dalam rangka pengamanan penggunaan F : K P D , pemegang K K P D dilarang 

membenikan informasi mengenai data din dan transaksi K K P D kepada 

siapapun. 

Dalam bal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang KKPD 

mengutamakan pembelian barang/jasa yang merupakan pr oduk dalam 

negeri. 

Dalam bal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka v^aktu lama, 

Pemegimg KKPD dapat mengajukan permobonan penonaktifkan 

kepadei Administrator KKPD dan menyimpan KKPD ditempat yang 

aman. 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui 

call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/ sarana 

lainnya. 

Reguest/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD atau 

masing-masing Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesan 

singkat (Short Message Service) / sarana lainnya. 

Pasal 28 

Setelah aktivasi Kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPD secara 

otomatis aktif dan siap digunakan. | 

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk pembayaran belanja barang dan jasa serta belanja modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

Pasal 29 

Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda 

tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang 

KKPD. 

Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification 

Value (CVV) dan masa berlaku KKPD. | 

Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian 

transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang 

salah/ tidak diakui (dispute). 

Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pemegang KKPD dilarang 

memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKPD kepada 

siapapun. | 

Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang KKPD 

mengutamakan pembelian barang/jasa yang merupakan produk dalam 

negeri. 

Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, 

Pemegang KKPD dapat mengajukan permohonan penonaktifkan 

kepada Administrator KKPD dan menvimpan KKPD ditempat gua 

aman.
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BAB VI 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAEIRAH 

Bagian Kesatu 

Penatausahaaan Bukt i -Bukt i 

Pasal 30 

Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen belanja yang 

menggunakan KKPD berupa : 

a. Ta giban (e-biZZng)/Daftar Tagiban Sementara; 

b. surat tugas/undangan rapat/surat perjalanan dinas/ 

peijemjian/kontrak; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran. 

Daftar Tagiban Sementara sebagaimana d imaksud pada ayat (1) buruf a 

dibasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPD, memuat 

informasi : 

a. nama pemegang KKPD; 

b. ncmor KKPD {account number); 

c. tanggal cetak Daftar Tagiban Sementara; 

d. tanggal transaksi [transaction date); 

e. tanggal pembukuan [posting date); 

f. keterangan [description]; 

g- nilai transaksi [amounts); dan 

b. sub total tagiban. 

Bukti-tmkti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c 

meliputi bukti pembelian/pembayaran sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada aysit (1), PPTK 

selaku pelaksana pengguna KKPD membuat daftar peng;eluaran riil 

belanja menggunakan KKPD. 

Daftar pengeluaran riil belanja meng^panakan KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak te:rpisabkan dari Per aturan Wali 

Kota ini. 

4) 

(3) 

(4) 
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BAB VI 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Penatausahaaan Bukti-Bukti 

Pasal 30 

Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen belanja yang 

menggunakan KKPD berupa : 

a. Tagihan (e-billng)/Daftar Tagihan Sementara, 

b. surat tugas/undangan rapat/ surat perjalanan dinas/ 

perjanjian/kontrak, dan 

Cc. bukti-bukti pengeluaran. 

Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPD, memuat 

informasi : 

a. nama pemegang KKPD, 

nomor KKPD (account number), 

tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara, 

Pu
 

2 

tanggal transaksi (transaction date), 

tanggal pembukuan (posting date), 

keterangan (description), 

nilai transaksi (amounts), dan 

t
g
 

sub total tagihan. 

Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi bukti pembelian/pembayaran sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK 

selaku pelaksana pengguna KKPD membuat daftar pengeluaran riil 

belanja menggunakan KKPD. 

Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini.
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Bagian Kedua 

Penagiban dan penyelesaian Tagiban 

Pasal 31 

PPTK selaku pelaksana kuasa penggunei KKPD menyampaikan daftar 

pengeluaran riil belanja menggunakan KFIPD dilampiri dokumen belanja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada PA/KPA melalui 

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD paling lambat 2 (dua) bari kerja setelab 

tagiban {e-billing)/ Daftar Tagiban Sementara diterima dari Bank Penerbit 

KKPD. 

Berdasarkan daftar pengeluaran rii l belanja menggunakan KKPD beserta 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD/PPK-Unit 

SKPD melakukan verifikasi terbadap : 

a. kebenaran data pibak yang berbak menerima pembayaran atas 

beban APBD; 

b. kebenaran materiil dan perbitungan bukti-bukti pengeluaran; 

c. kebenaran perbitungan Tagiban (e-billing)/Daftar Tagiban 

Sementara termasuk memperbitungkan kewajiban penerima 

pembayaran kepada pemerintab daer ab; 

d. kesesuaian perbitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagiban 

(e-billing)/Daftar Tagiban Sementara: 

e. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 

f. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serab terima barang;/jasa, dan 

barang/jasa yang diserabkan oleb penyedia barang/jasa. 

Berdasarkan basil verifikasi, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan 

NPD KKPD dengan dilampiri DPT KKPD serta bukti-bukti joengeluaran 

untuk selanjutnya disampaikan kepada l^A/KPA untuk ditandatangani 

dan disabkan. 

NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedilit memuat: 

a. tanggal dan nomor NPD KKPD 

b. jumlab tagiban KKPD yang dibayarkam; 

c. nomor rekening Bank Penerbit KKPD; 

d. peruntukkan pembayaran; dan 

e. dasar pembayaran; 

f. pembebanan anggaran; dan 

g. tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan NPD KXPD. 

(1) 

(3) 

(4) 

  

PERANGKAT 

  

KABAG 

    
ASISTEN 

    SEKDA           

- 27 - 

Bagian Kedua 

Penagihan dan penyelesaian Tagihan 

Pasal 31 

PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD menyampaikan daftar 

pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada PA/KPA melalui 

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 

tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara diterima dari Bank Penerbit 

KKPD. 

Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD beserta 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD/PPK-Unit 

SKPD rnelakukan verifikasi terhadap : 

a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 

beban APBD: 

b. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran, 

c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan 

Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima 

pembayaran kepada pemerintah daerah, 

d. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan 

(e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara. 

e. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD, dan 

kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa. 

Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan 

NPD KKPD dengan dilampiri DPT KKPD serta bukti-bukti pengeluaran 

untuk selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA untuk ditandatangani 

dan disahkan. 

NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat : 

a. tanggal dan nomor NPD KKPD 

b. jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan, 

Cc. nomor rekening Bank Penerbit KKPD: 

d.  peruntukkan pembayaran, dan 

e. dasar pembayaran, 

f. pembebanan anggaran, dan 

g. tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan NPD KKPD.
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(5) PA/KPA mengesahkan sebagian/selurulinya bukti-bukti pengeluarar 

dan DPT KKPD sebagaimana dim£iksud pada aysit (3) dar 

menandatangani NPD KKPD. 

(6) DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengar 

format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisabkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 32 

(1) Dalam bal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenubi 

ketentuan, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD memolak bukti-bukti pengeluaran 

dimaksiud dan disampaikan kepada P l ^ K selaku pelaksana kuasa 

pengguna KKPD melalui Surat Pemberitabuan Penolakan paling 

lambat 3 (tiga) bari kerja setelab daftar pengeluaran ri i l belanja 

menggunakan KKPD diterima. 

(2) P P T K selaku pelaksana kuasa pengguna K K P D memperbaiki dan 

melengkapi bukti-bukti pengeluaran ri i l bidanja menggunakan K K P D dan 

menymnpaikan kembali kepada PA/ K P / L melalui P P K - S K P D / P P K Unit 

S K P D untuk proses verifikasi lebib lanjut. 

(3) Surat Pemberitabuan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 33 

PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukti 

joengeluaran belanja yang telab disabkan sebag;aimana dimaksud dalam Pasal 

31 ayat (4) kepada BP/BPP paling lambat 1 (satu) bari kerja setelali diterbitkan 

dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sab. 
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Bagian Ketiga 

Pengujian Nota Pencairsin Dana 

Pasal 34 

pengeluaran belanja yang telab disabkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33, BP / BPP melakukan : 

a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD; 

“28 - 

(S5) PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran 

dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

menandatangani NPD KKPD. 

(6) DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan 

format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 32 

(1) Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi 

ketentuan, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD menolak bukti-bukti pengeluaran 

dimaksud dan disampaikan kepada PPTK selaku pelaksana kuasa 

pengguna KKPD melalui Surat Pemberitahuan Penolakan paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar pengeluaran riil belanja 

menggunakan KKPD diterima. 

(2) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD memperbaiki dan 

melengkapi bukti-bukti pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD dan 

menyampaikan kembali kepada PA/ KPA melalui PPK-SKPD/PPK Unit 

SKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut. 

(3) Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 33 

PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukti 

pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 ayat (4) kepada BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan 

dar dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah. 
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AG Bagian Ketiga 

Pengujian Nota Pencairan Dana 
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' c DN y Pasal 34 

1 
(1) Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukti 

pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33, BP / BPP melakukan : 

a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD,  
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b. pimgujian ketersediaan dana UP KKPD; dan 

c. penjnisunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atasi 

tagiban dalam NPD KKPD. 

(2) Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pads 

ayat (1) buruf a, meliputi : 

a. pemelitian kelengkapan perintab pembaygiran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA; 

b. pemeriksaan kebenaran atas bak tagib, meliputi : 

1) pibak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 

2) nilai tagiban yang barus dibayaj-; 

3) jadwal waktu pembayaran; dan 

4) ketersediaan dana yang bersang;kutan. 

c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi 

te îcnis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan 

spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen 

perjanjian/kontrak; dan 

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kcde rekening 

ar.ggaran atas pengeluaran. 

(3) Dalam bal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telab memenubi 

persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang 

diterbitkan oleb KPA kepada BP untuk pengajuan permintaan 

penggantian UP KKPD kepada PA. 

(4) Berdasarkan basil verifikasi NPD KKPD dan DPT ICKPD yang 

diterbitkan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan NPID KKPD dan 

DPT KKPD yang diterbitkan oleb KPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), BP mengajukan permintaan penggantian UP KKPD 

kepada PA. 

(5) Pengajuan permintaan penggantian UP IfCKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) bari kerja sejak NPD KKPD 

dan DPT KKPD diterima. 

(6) Dalam bal berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DPT KKPD tidak 

PERA.VGK 
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KABAG 
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SEKDA T 

memenubi persyaratan untuk dibayarkan, BP/BPP menolah; NPD KKPD 

dan DFT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada PPTK 

paling lambat 2 (dua) bari kerja sejak NPD KKPD dan DPT KKPD 

diterima. 

  

  

  

    

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

sia ( 

        

- 29 - 

b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD, dan | 

Cc. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas 

tagihan dalam NPD KKPD. 

Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, meliputi : 

a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA, 

b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi : 

1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, 

2) nilai tagihan yang harus dibayar, 

3) jadwal waktu pembayaran, dan 

4) ketersediaan dana yang bersangkutan. 

C. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi 

teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan 

spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen 

perjanjian/kontrak, dan 

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kcde rekening 

arggaran atas pengeluaran. | 

Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telah memenuhi 

persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang 

diterbitkan oleh KPA kepada BP untuk pengajuan permintaan 

penggantian UP KKPD kepada PA. 

Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPT KKPD yang 

diterbitkan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan NPD KKPD dan 

DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), BP mengajukan permintaan penggantian UP KKPD 

kepada PA. 

Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud 

pada avat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD 

dan DPT KKPD diterima. 

Dalam hal berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DPT KKPD tidak 

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BP/ BPP menolak NPD KKPD 

dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada PPTK 

paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DPT KKPD 

diterima.
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Bagian Keempat 

Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD 

Pasal 35 

Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimtina dimaksud dakim Pasal 34 

ayat (4) dila]<ukan dengan mengajukan SPP GU KKPD kepada PA melalui PPK-

SKPD yang dilampiri NPD KKPD dan DPT KK]='D serta dokumen pendukung 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 36 

|1) P P K - S F : P D melakukan verifikasi dokumen SPP-GU IfKPD yang 

disampaikan BP sesuai ketentuan peratuian perundang-undangan. 

(2) Berdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan lengkap dan sab, PPK-SKPD 

menyiapkan SPM GU KKPD yang dilampiri Draf Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD, 

dan disampaikan kepada PA untuk ditandatangani. 

(3) Dalam bal berdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) doFmmen SPP-GU KKPD dinyatakan belum lengkap, PPK-SKPD 

mengembalikan kepada BP untuk dilengkapi paling lambat (1) bari kerja 

setelab dokumen SPP-GU KKPD diterima. 

Pasal 37 

(1) PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD 

untuk jjenerbitan SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) bari kerja sejak 

dokumim SPP-GU KKPD diterima secara kmgkap. 

(2) SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri : 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan 

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD. 

Pasal 38 

Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dokumim SPM GU KKPD dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan 

SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) bari kerja sejak dokumen SPM GU 

KKPD diterima secara lengkap. 
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Bagian Keempat 

Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD 

Pasal 35 

Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

ayat (4) dilakukan dengan mengajukan SPP GU KKPD kepada PA melalui PPK- 

SKPD yang dilampiri NPD KKPD dan DPT KKPD serta dokumen pendukung 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 36 

PPK-SKPD melakukan verifikasi dokumen SPP-GU KKPD yang 

disampaikan BP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD 

menyiapkan SPM GU KKPD yang dilampiri Draf Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD, 

dan disampaikan kepada PA untuk ditandatangani. 

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan belum lengkap, PPK-SKPD: 

mengernbalikan kepada BP untuk dilengkapi paling lambat (1) hari kerja 

setelah dokumen SPP-GU KKPD diterima. 

Pasal 37 

PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD 

untuk penerbitan SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak 

dokumen SPP-GU KKPD diterima secara lengkap. 

SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri : 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA, dan 

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD. 

Pasal 38 

Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumeri SPM GU KKPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dokumen SPM GU KKPD dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan 

SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPM GU 

KKPD diterima secara lengkap.



- 31 -

Dalam hal berdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dokumen SPM GU KKPD belum dinyatakan lengkap, Kuasa B U E 

mengembalikam dokumen SPM GU KKPD kepada PA paling lambat 1 

(satu) l iari kerja sejak diterima dokumen SPM GU KKPD. 

Bagian Kelima 

Pembayaran Tagiban KKPD 

Pasal 39 

BP melakukan pembayaran tagiban KKPD melalui pendebit an rekening 

BP ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 2 (du£i) bari kerja 

setelab pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP. 

Dalam bal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan rekening BP ke rekening 

BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) bari kerja setelab pencairan 

dana SP2D-UP KKPD diterima/masuk ke rekening BP. 

BPP mcdakukan pembayaran tagiban KKPD melalui pendebitan rekening 

BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 1 (satu) bari kerja 

setelab pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP. 

Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlab tagiban yang barus 

dibayai' sebagaimana tercantum dalam DPT KKPD. 

Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan : 

a. Layanan perbankan secara elektronik; dan 

b. Cek/bilyet giro. 

Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) buruf a berupa : 

a. Internet Bangking; atau 

b. Kartu Debit. 

Biaya yang timbul akibat pendebitan rtikening penggunaim Layanan 

Perbanlian Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ilibebankan pada DPA SKPD 

berkenaan. 

Pasal 40 

Dalam bal terdapat tagiban KKPD yang belum dibayarkan oleb SKPD 

paling singkat 1 (satu) bulsm sejak tanggal jatub tempo pembayaran, 

Bank Penerbit KKPD menyampaikan laporan tunggakan tagiban KKPD 

kepada SKPD yang bersangkutan dan ditembuskan ke PPKD selaku BUD. 

- 31 - | 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dokumen SPM GU KKPD belum dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

mengembalikan dokumen SPM GU KKPD kepada PA paling lambat 1 

(satu) hari kerja sejak diterima dokumen SPM GU KKPD. 

Bagian Kelima 

Pembayaran Tagihan KKPD 

Pasal 39 

(1) BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening 

BP ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja 

setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening EP. 

(2) Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan rekening BP ke rekening 

BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan 

dana SP2D-UP KKPD diterima/ masuk ke rekening BP. 

(3) BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening 

BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja 

setelah pencairan dana SP2D diterima/ masuk ke rekening EPP. | 

(4) Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus 

dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT KKPD. 

(S5) Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan : 

a. Layanan perbankan secara elektronik, dan 

b. Cek/bilyet giro. 

(6) Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf a berupa : 

a. Internet Bangking, atau 

b. Kartu Debit. 

(7) Biaya vang timbul akibat pendebitan rekening penggunaan Layanan 

Perbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada DPA SKPD 

berkenaan. 

Pasal 40 

G7) Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh SKPD 
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(2) Berdasiarkan Laporan Tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayal 

(1), PPKD selaku BUD melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. 

(3) Koordinasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 

mengklarifikasi, mengbimbau dan mendorong SKPD melakukan 

percepatan penyelesaian tagiban KKPD yjing belum dibayarkan. 

(4) SKPD l iarus menyelesaikan tagiban KKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan seja]< koordinasi dilakukan dengan 

PPKD selaku BUD. 

Pasal 41 

(1) Pembayaran atas tagiban KKPD kepada Bank Penerbit KKPD yang 

melebilii tagiban/baknya merupakan ketcirlanjuran pembayaran. 

(2) Keterlanjuran pembayaran barus disetorkan kembali oleb Bimk Penerbit 

KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali. 

(3) Penyet(5ran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan 

oleb A(iministrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat 

elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelab mendapat 

persetujuan dari PA/KPA. 

(4) Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimiaksud pada 

ayat (3), Administrator KKPD barus mengimformasikan : 

a. nilai keterlanjuran pembayaran; 

b. nomor dan nama KKPD; 

c. bukti-bukti pembayaran/pemindabbukuan yang sab; dan 

d. nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali atas kelebiban 

pembayaran tagiban deiri Bank Penerbit KKPPD. 

(5) Dalam bal informasi permintaan penyetoran kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telab terpenubi, Bank Penerbit KKPD 

melakukan penyetoran kembali ke rekening BP/BPP dan/atau rekening 

yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) i iari kerja setelab pengajuan 

permintaan penyetoran kembali oleb Administrator KKPD. 

(6) Dalam bal informasi permintaan penyetoran kembali tidal: terpenubi, 

. Bank Penerbit KKPD memberitabukan kepada Aministrator KKPD 
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untuk memperbaiki permintaan penyeitoran kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4). 
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Berdasarkan Laporan Tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), PPKD selaku BUD melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. 

Koordinasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 

mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong SKPD melakukan 

percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan. 

SKPD harus menyelesaikan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak koordinasi dilakukan dengan 

PPKD selaku BUD. 

Pasal 41 

Pembayaran atas tagihan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD yang 

melebihi tagihan/haknya merupakan keterlanjuran pembayaran. 

Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh Bank Penerbit 

KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali. 

Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan 

oleh Administrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat 

elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat 

persetujuan dari PA/KPA. 

Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Administrator KKPD harus mengimformasikan : 

a. nilai keterlanjuran pembayaran, 

b. nomor dan nama KKPD, 

Cc. bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan 

nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali atas kelebihan 

pembayaran tagihan dari Bank Penerbit KKPPD. 

Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi, Bank Penerbit KKPD 

melakukan penyetoran kembali ke rekening BP/BPP dan/atau rekening 

yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan 

permintaan penyetoran kembali oleh Administrator KKPD. 

Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali tidak terpenuhi, 

Bank Penerbit KKPD memberitahukan kepada Aministrator KKPD: 

untuk memperbaiki permintaan penyetoran kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4).
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BAB VII 

BIA\'A PENGGUNAAN KARTU KREDIT l^EMERINTAH DAERAH 

Pasal 42 

Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD, 
melipuli : 

a. biaya ke anggotaan {membership fee); 

b. biaya pembayaran tagiban melalui teller, ATM, dan e-bemking; 

c. biaya permintaan kenaikan batasan loelanja (limit); 

d. biaya penggantian Kartu Kredit karena bilang/dicuri atau rusak; 

e. biaya penggantian PIN; 

f. biaya copy Billing Statement; 

g- biaya pencetakan tambaban lembar tagiban; 

b. biaya keterlambatan pembayaran; 

i . biaya bunga atas tunggakan/tagiban yang terlambat dibayarkan; 

da.n 

j . biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerja sama dengan 

KICPD. 

Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD banya 

biaya materai. 

Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dituanjgkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan KKPD antara PPKD 

selaku BUD dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD. 

BAB Vl l l 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 43 

Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaar 

pembayaran belanja daerab menggunakan KKPD secara berkala. 

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (L 

dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayarar 

menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB VII 

BIAYA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 42 

Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD, 

meliputi : 

biaya ke anggotaan (membership fee): 

b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan e-banking, 

Cc. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit), 

d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/ dicuri atau rusak, 

e. biaya penggantian PIN, 

f. ' biaya copy Billing Statement, 

g. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan, 

h. biaya keterlambatan pembayaran, 

pe
s «

 
. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, 

dan 

j- biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerja sama dengan 

KKPD. 

Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya 

biaya raaterai. 

Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (o) 

dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan KKPD antara PPKD 

selaku BUD dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD. 

BAB VIII 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 43 

Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 

pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berkala. 

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayar 

menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.
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BAB IX 

KETENTUAN LAIN-UAIN 

Pasal 44 

(1) Bank I'embangunan Daerab (BPD) berkoordinasi dengan lembaga yang 

berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit dalam rangks. 

percepatan kemandirian dalam menerbitkan KKPD. 

(2) Pemrosesan transaksi dan penyelenggars.an KKPD dilakuksm oleb banl^ 

dan/atau pibak terkait dengan memperbatikan pengaturan Ksirtu Kredr 

sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peratursm otoritas d, 

bidang sistem pembayaran. 

B A B X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa 45 

Peratursm ^Vali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundang£in Peraturari 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kota Gorontalo. 

PEI 
D 

.WGKAT 
AERAH 

! 
i 

ABAG 
UKUU i A SISTEN 

EKDA 

Ditsstapkan di Gorontsilo 

ada tanggal 31 Mel 2023 

WALI KOTA GORONTALO,I 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 3 1 Mei 

S E K R E T A R I S DA£^RXH K O T A 

A. TAHA 

2023 

ORONTALO, 

ISNfAlL MADJID 

BERITA D/^.ERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 9 

34 - 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 44 | 

(l) Bank Pembangunan Daerah (BPD) berkoordinasi dengan lembaga yang 

berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit dalam rangka 

percepatan kemandirian dalam menerbitkan KKPD. 

(2) Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank 

dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan Kartu Kredit 

sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di 

bidang sistem pembayaran. | 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa 45 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

| 
  

  

  

            

aa Ditetapkan di Gorontalo 

kasaa |" ada tanggal 31 Mei 2023 
HUKUM 

/ WALI KOTA GORONTALO, 
ABISTEN 

| 2 

M EN A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo sak 

pada tanggal 31 Mei 2023 

SEKRETARIS D KOTA GORONTALO, 

  ISMAIL MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 9
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Selanjutnya, sebagai baban pertimbangan kami lampirkan Surat 

Pernyataan UP sebagaimana lampiran surat ini. 

Demikian permobonan ini kami sampaikan, atas perbatian dan 

kerja samanya kami ucapkan terima kasib. 

(13) , (14) PA, 

(15) 
(16) 

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP SKPD 

NO DRAIAN 

(1) Diisi dengan nomor surat i 
(2) Diisi dengan jumlab berkas lampiran surat 

(3) Diisi dengan alamat kantor PPKD 

(4) Diisi dengan nama Kota (tempat kedudukan/kantor) 

(5) Diisi dengan nomor peraturan Wali Kota 

(6) Diisi dengan tanggal penetapan pera turan WaliKota 

(7) Diisi dengan nomor urut 

(8) Diisi dengan besaran UP sesuai deiigan Keputusan Wali Kota 

(9) 
Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 60%/Peruba 
persentase besaran UP Tunai sesuaii dengan Keputusan Kepala 
Daerab 

bg m 

(10) 
Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 40%/Peruba 
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepala 
Daerab 

b! m 

(11) 
Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP Tunai dikal 
dengan besaran UP SKPD 

kg m 

(12) 
E i i s i dengan besaran UP KKPD yaitu persentase UP KKPD dikal 
dengan besaran UP SKPD 

ki m 

(13) E i i s i dengan nama Kota (tempat kedudukan/kantor) 

(14) E i i s i dengan tanggal, bulan, dan tahiun 

(15) E i i s i dengan nama lengkap PA 

(16) E i i s i dengan NIP PA 

  

  

  

    

PERANGKAT 
DAERAH 

T 3 

KABAG ' 
HUKUM 

« 
A3I3STEN 

« SEKDA         D
X
 

s3 

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat 

Pernyataan UP sebagaimana lampiran surat ini. 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan 

kerja sarnanya kami ucapkan terima kasih. 

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP SKPD 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

      

NO URAIAN 

(1) | Diisi dengan nomor surat 

(2) | Diisi dengan jumlah berkas lampiran surat 

(3) | Diisi dengan alamat kantor PPKD 

(4) | Diisi dengan nama Kota (tempat kedudukan/kantor) 

(5) | Diisi dengan nomor peraturan Wali Kota 

(6) | Diisi dengan tanggal penetapan peraturan WaliKota 

(7) | Diisi dengan nomor urut 

(8) | Diisi dengan besaran UP sesuai dengan Keputusan Wali Kota 

Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 60”6/Perubahan 
(9) | persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepala 

Daerah 

Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 40”0/Perubahan 
(10) | persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepala 

Daerah 

(11) Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP Tunai dikalikan 
dengan besaran UP SKPD 

(12) Diisi dengan besaran UP KKPD yaitu persentase UP KKPD dikalikan 
dengan besaran UP SKPD 

(13) | Diisi dengan nama Kota (tempat kedudukan/kantor) 

(14) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun 

(15) | Diisi dengan nama lengkap PA 

(16) | Diisi dengan NIP PA 
  

  
 



LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU 

KREDIT PEMERINTAH DAEI^AH DALAM PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER/iH 

FOF5MAT SURAT PERNYATAAN UP DAJRI PA, FORMAT SURAT 

PERSETUJUAN BESARAN UP KKPD SKPD, FORMAT SURAT PEFJMOHONAN 

P E N E R B I T A N KKPD, S U R A T R E F E R E N S I , D A F T A R P E N G E L U / L R A N R I I L 

BELANJA MENGGUNAKAN KKPD, DPTKKPD DAN SURAT PEMBl^RITAHUAN 

PENOLAKAN 

A. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD DAN SURAT 

PERNYATAAN UP 

KOP SURAT 
PEMDA 

Nomor 

Leimpiran 

Hal 

•(1) 

•(2) 

Permohonan Persetujuan UP KKPD 

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerab seJaku BUD 

(3) 
Kota (4) 

Sebubungan dengan Peraturan Wali Kota Nomor (5) 

tanggal (6) tentang Tata Cara Penggunaan dan 

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintab Daerab dalam rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daerab, berscima ini kami 

mengajuikan permobonan persetujuan UP KKPD sebagaimana rincian 

dibawah ini : 

No 

(7) 

Besaran UP 
SKPD/Perubaban Besaran 

UP SKPD 
(8) 

Jcmis UP 

Tunai 

KKPD 

Proporsi UP Tunai 
UP KKPD 

% 
(9) 

(10) 

Nilai UP 

(11) 

(12) 

dsp 

LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU 

KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP DARI PA, FORMAT SURAT 

PERSETUJUAN BESARAN UP KKPD SKPD, FORMAT SURAT PERMOHONAN 

PENERBITAN KKPD, SURAT REFERENSI, DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

BELANJA MENGGUNAKAN KKPD, DPTKKPD DAN SURAT PEMBERITAHUAN 

PENOLAKAN 

A. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD DAN SURAT 

PERNYATAAN UP 

  

    
  

KOP SURAT 
PEMDA 

Nomor Isco (1) 

Lampiran | medan (2) 

Hal : Permohonan Persetujuan UP KKPD 

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD 

Naa (3) 

Kota ........... (4) 

Sehubungan dengan Peraturan Wali Kota Nomor............. (5) 

TATIEGPA. onyamerngenan (6) tentang Tata Cara Penggunaan dan 

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka 

  

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami 

  

KABAG dibawah ini : 

  

  

| 
PERANGKAT . . 4 . . . 
DAERAH mengajukan permohonan persetujuan UP KKPD sebagaimana rincian 

HUKUM 

  

          
Besaran UP Proporsi UP Tunai dan 

ASISTEN No SKPD/Perubahan Besaran Jenis UP UP KKPD 
7 UP SKPD Yo Nilai UP 

PERDA | (7) (8) Tunai (9) (11) 
                KKPD (10) (12)   
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FORMAT SURAT PERNYATAAN UP 

KOP SURAT 
PEMDA 

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN 

Nomor : XX>: 

Sebubungan dengan pengajuan Uang Persediaan 

bertandiitangan di bawab ini: 

1. Nama : (1) 

2. Jabatan : PA (PA) (2) 

(UP), yang 

3. SKPD .(3) 

dengan ini menyatakan babwa: 

1. Besgiran UP SKPD yang diajukan untuk Tgibun Anggaran ... (4). 

adalab sebagai berikut : 

No. Uraian Jumlab (Rp) 

Pagu DPA SKPD (5) 

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan 

melalui UP dalam 1 Tabun (6) 

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan 

melalui UP Tunai dalam 1 Tabun (7) 

Pagu Jenis Belanja yang dapat; dibayarkan 

melalui UP KKPD dalam 1 Tabun (8) 

Besaran UP SKPD (9) 

Besaran UP Tunai atau Perubaban 

Besaran UP Tunai (60%)/Perubaban 

Proporsi UP Tunai 
(10) 

7. 

Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran 

UP KKPD (40%)/Perubaban Proporsi UP 

KKPD 
(11) 

2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiaya 

pengadagin barang dgin jasa serta belanja modal SKPD dan/atai 

membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakuF:an melalu / 

pembayaran LS . 

f 
1 

/   

-3- 

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP 

  

KOP SURAT 

PEMDA       
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN 

Nomor : XXX | 

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang 

bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama SN PA TA PA AT PA ANDA (1) 

2. Jabatan : PA (PA... (2) 

3. SKPD BOR EMAK MOKAN KAMENK KONI LTMKT NN LNG JA NG BEN ME (3) 

dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Besaran UP SKPD yang diajukan untuk Tahun Anggaran ... (4)... 

adalah sebagai berikut : 
  

  

  

No. Uraian Jumlah (Rp) 

1. | Pagu DPA SKPD (5) | 

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan | 
2. (6) 

melalui UP dalam 1 Tahun 
  

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan 

3 melalui UP Tunai dalam 1 Tahun (7) 

  

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan 

Ta melalui UP KKPD dalam 1 Tahun (8) 

  

5. | Besaran UP SKPD (9) 
  

Besaran UP Tunai atau Perubahan 

6. |Besaran UP Tunai (6040)//Perubahan (10) 

Proporsi UP Tunai 
  

Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran 

7. IUP KKPD (40”0)//Perubahan Proporsi UP (11) 

KKPD           

2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai 

pengadaan barang dan jasa serta belanja modal SKPD dan/atau 

membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui 

pembayaran LS.
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3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui BP, 

besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telab ditetapkan PPKD 

selaFm BUD atau melakukan pemotongan atas penggantiim UP Tunai 

yang diajukan sebesar jumlab potongan yang telab ditetgipkan PPKD 

selaku BUD sebagai akibat tidak melakukan penggantian (revolving) 

UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP 

Tungd diterbitkan. 

4. Bersedia dilakukan pemotongan besarsm UP KKPD sebesar 25% (dua 

pulub lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPD yang telab 

disetujui oleb PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukannya 

ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD 

dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi l^elaksanaan 

Pemleayaran dengan KKPD Tingkat SKFD. 

5. Mematuhi besaran UP Tunai/perubaban besaran UP Tunai serta 

besaran UP KKPD/perubaban besaran UP KKPD yang telab disetujui 

oleb PPKD selaku BUD dan meniggunakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang telab ditetapkan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya . 

(12) , (13). 

PA, 

.(14). 

.(15). 

.(16). 

P E R A N G K A T / D , « ; R A H 

E A R A G 
H U K U M 

ASISTEN 

SEiCDA 

3. 

safa 

Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui BP, 

besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan PPKD 

selaku BUD atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai 

yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan PPKD 

selaku BUD sebagai akibat tidak melakukan penggantian (revolving)| 

UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP 

Tunai diterbitkan. 

Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25Y6 (dua 

puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPLD) yang telah 

disetujui oleh PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukannya 

ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD 

dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

Pembayaran dengan KKPD Tingkat SKFD. 

Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP Tunai serta 

besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah disetujui 

oleh PPKD selaku BUD dan menggunakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya . 

  

  

  

PERANGKAT | 
DAERAH | 

3. 

KABAG 
HUKUM 

L 

N 
ASISTEN 1 

    SEKDA —
 

N
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PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN 

NO URAIAN 

(1) Diisi dengan nama PA 

(2) Diisi dengan jabatan PA 

(3) Diisi dengan nama SKPD 

(4) Diisi dengan tahun anggaran berjalan 

(5) Diisi dengan total Pagu DPA SKPD {dalam Rupiah) 

(6) 
Diisi dengan pagu jenis belanja >'ang dapat dibaya;rkan melaluji y P 
selama l(satu) tahun (dalam Rupigih) 

(7) 

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibaya:rkan melalui UP 
Tunai selama 1 (satu) tabun yaitu sebesar 60% (enam pulub persen) 
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dqlam 
Rupiab) 

(8) 

(9) 

Diisi dengan pagu jenis belanja >'ang dapat dibayairkan melalui UP 
KKPD selama I (satu) tabun yaitu sebesar 40% (empat pulub persen) 
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (didam 
Rupiab) 

Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan keputusan Wali 
Kota tentang Besaran UP SKPD (dalam Rupiab) 

Diisi dengan: 
Besaran UP Tunai yaitu 60% dari besaran UP SKPD atau 60% dari 
perubaban besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang llelab 
disetujui Wali Kota (dalam Rupiab); atau Perubaban proporsi UP Tynai 

(10) yaitu proporsi lebib kecil/lebib Ijesar dari 60% dikalikan deijigan 
besaran UP SKPD atau proporsi lebib kecil/lebib besar dari 60% 
dikalikan dengan perubaban besaran UP melampaui htesaran UP SKPD 
(dalam Rupiab). Penetapan perubaban proporsi UP Tunai diberikan 
oleb Wali Kota. 

Diisi dengan : 
Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD atau 40% dari 
perubaban besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telab 
disetujui Wali Kota (dalam Rupiab); atau Perubaban proporsi UP KKPD 

(11) yaitu proporsi lebib kecil/lebib besar dari 40% dikalikan depgan 
besaran UP SKPD atau proporsi lebib kecil/lebib besar dari 40% 
dikalikan dengan perubaban besaran UP melampaui hiesaran UP SKPD 
(dalam Rupiab). Penetapan perubaban proporsi UP KKPD yang 
ditetapkan oleb Wali Kota. 

(12) Diisi dengan lokasi 

(13) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tabun penandatanganan S^rat 
Pernyataan UP 

(14) Diisi dengan tanda tangan PA dan dibububi cap SKPD 

(15) Diisi dengan nama lengkap PA 

(16) Diisi dengan NIP PA 

-5- 

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN 
  

NO URAIAN 
  

(1) Diisi dengan nama PA 
  

(2) Diisi dengan jabatan PA 
  

(3) Diisi dengan nama SKPD 
  

(4) Diisi dengan tahun anggaran berjalan 
  

(S) Diisi dengan total Pagu DPA SKPD (dalam Rupiah) 
  

(6) 
Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP 
selama 1(satu) tahun (dalam Rupiah) 
  

(7) 

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP 
Tunai selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 606 (enam puluh persen) 
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam 
Rupiah) 
  

(8) 

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP 
KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 400 (empat puluh persen) 
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam 
Rupiah) 
  

(9) 
Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan keputusan Wali 
Kota tentang Besaran UP SKPD (dalam Rupiah) 
  

(10) 

Diisi dengan: 
Besaran UP Tunai yaitu 606 dari besaran UP SKPD atau 60”6 dari 
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah 
disetujui Wali Kota (dalam Rupiah): atau Perubahan proporsi UP Tunai 
yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 60” dikalikan dengan 
besaran UP SKPD atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari 606 
dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD 
(dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP Tunai diberikan 
oleh Wali Kota. 

  

(11) 

| 
| 

Diisi dengan : | 
Besaran UP KKPD yaitu 40”o dari besaran UP SKPD atau 406 dari 
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah 
disetujui Wali Kota (dalam Rupiah): atau Perubahan proporsi UP KKPD 
yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40Yo dikalikan dengan 
besaran UP SKPD atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40Y6 
dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD 
(dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP KKPD yang 
ditetapkan oleh Wali Kota. 
  

  

PERANGK) 
DAERAH 

AT 
(12) Diisi dengan lokasi 
  

  (13) 
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat 
Pernyataan UP 
  

  (14) Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPD 
  

(15) Diisi dengan nama lengkap PA 
    SEKDA     (16)   Diisi dengan NIP PA 
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FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPD 

SKPD 

KOP SURAT 
PEMDA 

Nomor : ....(1) (Tanggal, Bulim, Tahun) 
Sifat : 
Lampiran : ....(2) 
Hal : 

Yth. PA. 

SKPD (3) (4).... 

di....(5) 

1. Dasar : 

a. Peraturan Wali Kota Nomor ...(6)... tentang tentang Tata Cara 

l^enggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintab 

Daerab dalam rangka Pelaksanaain Anggaran Pendapatan dan 

IBelanja Daerab; 

b. Surat Keputusan Wali Kota mengenai penetapan besaran UP 

SKPD; 

c. 13urat Perintab Membayar Uang Persediaan (SPM UP) Tunai 

Nomor...(7)... tanggal ....(8) ; 

d. Surat Permobonan Perubaban Besaran UP dari PA SKPD...(9)... 

Nomor ....(10).... tanggal ....(11)... ; dan/atau 

e. Surat Pernyataan UP dari PA SKPD ....(12).... Nomor ...(13)... 

tanggal ...(14).... 

2. Sebubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan 

persetujuan besaran UP SKPD adalab sebagai ber ikut: 

No. Uraian Jumlab (R] >) 

1. Pagu DPA SKPD (15) 

2. 
Pagu Jenis Belanja yang daf>at dibayarkan 

melalui UP dalam 1 Tabun (16) 

3. 
Pagu Jenis belanja yang dapiat dibayarkan 

melalui UP KKPD dalam 1 tabun (17) 

B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPD 

SKPD 

Nomor 

Sifat 

-6- 

  

KOP SURAT 

PEMDA         

bana (Tanggal, Bulan, Tahun) | 

Lampiran :....(2)..... 

Hal 

. Surat Keputusan Wali Kota mengenai penetapan besaran UP 

. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) Tunai 

. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari PA SKPD...(9)... 

Dasar : 

. Peraturan Wali Kota Nomor ...(6)... tentang tentang Tata Cara 

Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah 

Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, 

SKPD, 

Nomor...(7)... tanggal ....(8)..... :   
Nomor ....(10).... tanggal ....(11)... ) dan/atau 

. Surat Pernyataan UP dari PA SKPD ....(12).... Nomor ...(13)... 

tanggal ...(14).... 

Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan 

persetujuan besaran UP SKPD adalah sebagai berikut : 
  

  

PERANGKAT 
DAER tAH 
  

  

              

  

  

  

No. Uraian Jumlah (Rp) 

1. |Pagu DPA SKPD (15) | 

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan | 

2 melalui UP dalam 1 Tahun (16) | 

Ia Pagu Jenis belanja yang dapat dibayarkan aa | 

melalui UP KKPD dalam 1 tahun        



4. Besaran UP SKPD (18) 

5. 

Besaran UP KKPD atau PerulDahan Besaran 

UP KKPD (40%)/Perubahan Proporsi UP 

KKPD 
(19) 

3. UP tersebut dipergunakan untuk kejjerluan membiayai pengadaan 

barang dan jasa serta belanja modal SKPD ...(20).... kode ....(21).... 

atas beban DPA TA ...(22)... No ...(23)... tanggal ...(24).... dan tidak 

dapiat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut 

ketentuan barus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). 

4. Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hianya dapat 

dikikukan kepada 1 (satu) penerima/jjenyedia barang d£in jasa serta 

belanja modal paling banyak sebesar FJp. 50.000.000 (lima pulub juta 

rupiab), kecuali pembayaran untuk honorarium dan perjalanan 

dinas. 

5. Pembayaran dengan UP KKPD dengsm nilai belanja paling banyak 

sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus; juta rupiab) untuk 1 (satu) 

per.erima pembayaran digunakan apabila belanja barang dan jasa 

seri:a belanja modal melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, 

dan PLSE yang disediakan oleb lembaga yang menyelenggarakan 

tugas pemerintaban di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa 

pemerintab. 

6. UP KKPD merupakan uang muka kerja yang diberikan didam bentuk 

batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya 

dilakukan dengan KKPD. 

7. Total batasan belanja (limit) UP KKPD untuk masing-masing SKPD 

adalab paling banyak sebesar UP KKPD yang telab disetujui. 

8. Mematuhi besaran UP KKPD/perub£iban besaran UP KKPD yang 

telab ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang telab ditetapkan. 

9. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban 

dan pelaporan dengan KKPD dalam rangka Penggunaan UP agar 

berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor ...(25)... tentang Tata 

Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintab 

Daerab dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerab. 

  

PERANGKAT 
DAERAH 

    3
 

  

semen 
    SEKDA       

  

  

  

4. |Besaran UP SKPD (18) 

Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran 

5. (UP KKPD (40”6)/Perubahan Proporsi UP (19) 

KKPD       
  

UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai pengadaan 

barang dan jasa serta belanja modal SKPD ...(20).... kode ....(21).... 

atas beban DPA TA ...(22)... No ...(23)... tanggal ...(24).... dan tidak 

dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut 

ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). 

Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapat 

dilakukan kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang dan jasa serta 

belanja modal paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah), kecuali pembayaran untuk honorarium dan perjalanan 

dinas. 

Pembayaran dengan UP KKPD dengan nilai belanja paling banyak 

sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) 

penerima pembayaran digunakan apabila belanja barang dan jasa 

serta belanja modal melalui transaksi katalog elektronik, toko dang! 

dan PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan 

tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

UP KKPD merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk 

batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya 

dilakukan dengan KKPD. 

. Total batasan belanja (limit) UP KKPD untuk masing-masing SKPD 

adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui. 

Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang 

telah ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban 

dar pelaporan dengan KKPD dalam rangka Penggunaan UP agar 

berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor ...(25)... tentang Tata 

Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah 

Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.



- 8 -

Demikian untuk menjadi perhatian. 

Kepala PPKD selaku BUD, 

(26) 

(27) 
(28) 

Tembusan : 

1. Wal iKota (29) 

2 (30) 

] ERANGK.AI 
CAERAH 

KABAG 
HUKUM 

ASISTEH 

SEKDA 

-8- 

Deraikian untuk menjadi perhatian. 

Kepala PPKD selaku BUD, 

Tembusan : 

  

  

  

    

1. Wali Kota ...... (29). 

Da aan (901 isa 

| 
PERANGKAT | 

DAERAH i 

KABAG r 

HUKUM 
/ 

ASISTEN 1 

1 SEKDA 

T        
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PETUNJUK PENCHSIAN 

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD 

NO URAIAN 

(1) Diisi dengan nomor surat 

(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat 
— 1 — 

(3) Diisi dengan nama SKPD 

(4) Diisi dengan kode SKPD 
— 1 — 

(5) Diisi dengan tempat/domisili/alamat kantor SKPD 

(6) Diisi dengan nomor Peraturan Wali Kota 

(7) 
Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan kep£ 
Kuasa BUD 

ida 

(8) 
Dusi dengan tanggal SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan kept 
Kuasa BUD 

ida 

(9) Diisi dengan nama SKPD 

(10) Diisi dengan nomor surat permolionan perubaban tiesaran UP c 
PA SKPD 

afi 

(11) 
Diisi dengan tanggal surat peiuiohonan perubaban besaran UP d 
PA SKPD 

.ari 

(12) Diisi dengan nama SKPD 

(13) Diisi dengan nomor Surat Pernyat£ian dari PA SKPD 

(14) Diisi dengan tanggal Surat Pernyat aan dari PA SKPD 

(15) Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rupiab) 

(16) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarlcan melalui 
selama 1 (satu) tabun (dalam Rupiab) 

Up 

(17) 

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarlcan melalui 
KKPD selama 1 (satu) tabun yaitu sebesar 40% (empat pulub pers 
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dal 
Rupiab) 

UP 
en) 
arn 

i 

(18) 
Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan ketentuan dal 
Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP SKPD (dakim Rupiab) 

am 

(19) 

Diisi dengan perubaban besaran UP melampaui besiaran UP SK 
yang telab disetujui Wali Kota (dalam Rupiab) 
Diisi dengan: 

a. Besaran UP KKPD yaitu 40°/D dari besaran UP SKPD atau 4 
dari perubaban besaran UP melampaui besaran UP SKPD yi 
telab disetujui Wali Kota (dalam Rupiab); atau 

b. Perubaban besaran UP KKPD yaitu proporsi I(;bib kecil/le 
besar dari 40% dikalikan dengan besaran UP SKPD a 
proporsi lebib kecil/lebib besar dari 40% dilcalikan denj 
perubaban besaran UP melampaui besaran UP SKPD (dal 
Rupiab). Penetapan perubaban Proporsi besaran UP Tu 
dilakukan oleb Wali Kota. 

PD 

0% 
mg 

bik 
tau 
^an 
am 
nai 

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD 
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PETUNJUK PENGISIAN 

  

  

  

  

  

      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    

PERANGKAT 
DAERAH / 

& 

KABAG 
HUKUM 

1 
/ 

ASISTEN f 

SEKDA       

   

NO URAIAN 

(1) | Diisi dengan nomor surat 

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat 

(3) | Diisi dengan nama SKPD 

(4) | Diisi dengan kode SKPD 

(5) | Diisi dengan tempat/ domisili/ alamat kantor SKPD 

(6) | Diisi dengan nomor Peraturan Wali Kota 

Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan kepada 
(7) Kuasa BUD 

(8 Diisi dengan tanggal SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan kepuda 
Kuasa BUD 

(9) | Diisi dengan nama SKPD 

(10) | Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan besaran UP dari 
PA SKPD 

(11) Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan besaran UP dari 
PA SKPD 

(12) | Diisi dengan nama SKPD 

(13) | Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari PA SKPD 

(14) | Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD 

(15) | Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rupiah) 

(16) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP 
selama 1 (satu) tahun (dalam Rupiah) 

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP 
(17) KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40Y6 (empat puluh persen) 

dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam 
Rupiah) 

(18) Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan ketentuan dalam 
Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP SKPD (dalam Rupiah) 

| 
Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD 
yang telah disetujui Wali Kota (dalam Rupiah) 
Diisi dengan: 

a. Besaran UP KKPD yaitu 40” dari besaran UP SKPD atau 406 

dari perubahan besaran UP melampaui besarari UP SKPD y 
(19) telah disetujui Wali Kota (dalam Rupiah), atau   b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebih 

besar dari 40”o dikalikan dengan besaran JP SKPD atau 
proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40Yo dikalikan dengan 
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD (dalam 
Rupiah). Penetapan perubahan Proporsi besaran UP T 
dilakukan oleh Wali Kota. 
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(20) Dusi dengan nama SKPD. 

(21) Diisi dengan kode SKPD. 

(22) Dusi dengan tahun anggaran DPA SKPD 

(23) Diisi dengan Nomor DPA SKPD. 

(24) Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD. 

(25) Diisi dengan nomor Peraturan Wali Kota 

(26) Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD selaku BUD dan dibub 
cap 

Jbi 

(27) Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD 

(28) Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD 

(29) Diisi dengan nama provinsi/kabupiaten/kota 

(30) Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mi 
kerjanya. 

tra 

PER/u\OKAT 
DAERAH rh 
K/iSAG 

mncuu 

ASISTEN 

SEXaA 

- 10'- 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

    

(20) | Diisi dengan nama SKPD. 

(21) | Diisi dengan kode SKPD. 

(22) | Diisi dengan tahun anggaran DPA SKPD 

(23) | Diisi dengan Nomor DPA SKPD. 

(24) | Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD. 

(25) | Diisi dengan nomor Peraturan Wali Kota 

(26) Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD selaku BUI) dan dibubuhi 
cap | 

(27) | Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD 

(28) | Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD | 

(29) | Diisi dengan nama provinsi/ kabupaten/kota 

(30) Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra   kerjanya. 
  

  

  

  

            
PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG t 
HUKUM 

L 

A3!3TEN f 

t 
SEKDA J 

| 
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FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD 

KOP SURAT 
PEMDA 

Nomor : ....(1) (Tanggal, Bulan, Tahun) 

Sifat : 

Lampinm : ....(2) 

Hal : 

Yth (3) 

di....(4) 

Sebubungan dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 

....(5)... tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu 

Kredit Pemerintab Daerab dalam rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerab, dengan ini kami mengajukan 

permohonan untuk menerbitkan KKPD dalam rangka penggunaan Uang 

Persediaan SKPD (6) (7) dengan total batasan belanja 

(limit) ¥XPD yang diajukan sebesar Rp (8) ( (9) ). 

Adapun pagu DPA SKPD (10) TA ...(11)... Nomor ... 

(12)..., sebesar Rp (13) ( (14) ) dan Besaran Uang 

Persediaan sebesar Rp (15) ( (16) ). 

Sebagai baban pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: 

a. surat referensi; 

b. formulir aplikasi KKPD; 

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masib berlaku; 

d. fotokopi NPWP; 

e. fotokopi surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku 13UD; dan 

f. fotokopi surat keputusan penunjukkan PA/KPA. 

Demikian kami sampaikan, atas perbatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasib 

Hormat kami, 
Kepala PPKD Selaku B UD 

Materai 
Rp 10.000,00 

(17) 
(18) 

Tembusan : 
Wali Kota ....(19) ; 

sIls 

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD 

  

  
KOP SURAT 

PEMDA     

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 

...(S).... tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu 

Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan 

permohonan untuk menerbitkan KKPD dalam rangka penggunaan Uang 

Persediaan SKPD ........... (6).. 

(limit) KKPD yang diajukan sebesar Rp.......... (Oam bei (Ol. ). 

Adapun pagu DPA SKPD ...... (10) 

fennesones (14) 

Persediaan sebesar Rp.......... (15)......... K onokamenen 

(12)... sebesar Rp. sisi: (13) 

Lena LT). 

(Tanggal, Bulan, Tahun) 

kami mengajukan 

. dengan total batasan belanja: 

TA ...(ll1)... Nomor 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: 

a. surat referensi: 

formulir aplikasi KKPD, 

o
g
 

A fotokopi NPWP, 

» 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, 

fotokopi surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD, dan 

fotokopi surat keputusan penunjukkan PA/KPA. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih 
  

  

  

    

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG . 

L 
ASISTEN f 

7 
SEKDA F 

4         Tembusan : 

Wali Kota ....(19).....: 

Hormat kami, 

Kepala PPKD Selaku BUD 

soc.orcoceruna 

) dan Besaran Uang 

  

  
Materai 

Rp 10.000,00    



- 12 -

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD 

NO URAIAN 

(1) Diisi dengan nomor surat 

(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat 

(3) 
Diisi dengan jabatan pejabat Bank l^enerbit KKPD yang menjadi mi 

t _ J X aJ *^ A-* 

kerja Pemerintab Daerab 
tra 

(4) Diisi dengan tempat/domisili/alarn.at kantor Bank Penerbit KKPD 

(5) Diisi dengan nomor Peraturan Wali Kota 

(6) Diisi dengan nama SKPD 

(7) Diisi dengan kode SKPD 

(8) 
Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang; diajukan o 
SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka) 

ley 

(9) 
Diisi denggm total batasan belanja (limit) KKPD yang; diajukan o 
SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam buruf) 

eh 

(10) Diisi dengan nama SKPD i 

(11) IDiisi dengan tabun anggaran berkenaan 

(12) Diisi dengan nomor DPA SKPD 

(13) Uusi dengan besaran pagu ufA (dsJam angka) 

(14) uiisi dengan besaran pagu urA (da.iam nurui) 

(15) 
Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surtit persetuju 
Uv—— raY^i T TT5 / - l a ^ * - n DDtl^^T~A oi=k1nl . r i i H T 1 1 ^ / r 1 o 1 o t - n o r - i r r l ^ o l 

Desaran Ur dari JrrJ\.u seiaicu t>uu ^daiam angka) 

an 

(16) Diisi dengan besairan UP berdasarkan surat persetujuan besaran 
dari PPKD selaku BUD (dalam buruf) 

UP 

(17) Diisi dengan nama Kepala PPKD selaku BUD 

(18) Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD 

(19) Diisi dengan Wali Kota 

I E R A S G K - A : 
DAERAH 

R A S A G 
HUKUM 

ASISTEH 

SEKDA 

- 19 - 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

        

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD 

NO URAIAN 

(1) | Diisi dengan nomor surat 

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat 

(3) Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra 
kerja Pemerintah Daerah 

(4) | Diisi dengan tempat/ domisili/alamat kantor Bank Penerbit KKPD 

(5) | Diisi dengan nomor Peraturan Wali Kota | 

(6) | Diisi dengan nama SKPD 

(7) | Diisi dengan kode SKPD 

(8) Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh 
SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka) 

(9) Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh 
SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam huruf) 

(10) | Diisi dengan nama SKPD 

(11) | Diisi dengan tahun anggaran berkenaan 

(12) | Diisi dengan nomor DPA SKPD 

(13) | Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam angka) 

(14) | Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam huruf) 

(15) Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surat persetujuan 
besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam angka) 

(16) Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran UP 
dari PPKD selaku BUD (dalam huruf) 

(17) | Diisi dengan nama Kepala PPKD selaku BUD 

(18) | Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD 

(19) | Diisi dengan Wali Kota 
  

Pa
n,

 

  

BERANGKAT 
DAERAH 

P
—
 

  

KABAG 

  

ASISTEN 

a
d
 

    SEKDA         -—- 
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I). FORMAT SURAT R E F E R E N S I 

KOP SURAT 
PEMDA 

SURAT REFEREIMSl 

(1) , (2) 

Yth.: (3) 

Hal : Pcmgajuan KKPD 

Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara (4) dengan 

(5) tentang (6) Nomor 

: (7) tanggal (8) , dengan ini kami mengajukan 

permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-nama sebagai berikut 

NO NAMA TOL 
LAHIR JAEATAN J E N I S 

KARTU 

BATAS 
BELAN 

(LlMll 

AN 
J A 

P 
(9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk 

mendapatkan KKPD yang pembayarannyti ditanggung sepenuhnya oleb 

SKPD s;epanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang 

atas beban APBD. 

Selanjutnya untuk segala bal yang terkait dengan ]Denggunaan 

KKPD untuk SKPD (15) , maka Administrator KKPD yang 

kami tunjuk adalab : 

Nama 

Jabatan 

Telepon/Fax 

Emai l 
FER.AMGK 

D.AERAf 
IT 

KABAG 
HUKUil 

ASISTEI 

SEKDA 

.(16). 

.(17). 

.(18). 

.(19). 

Administrator KKPD tersebut diberikan bak/kuasa oleb PA (PA)/KPA 

(KPA) untuk menyampaikein kenaikan Ijatasan belanja (limit) KKPD 

secara sementara/permanen. 

D. 

  

PERANGKAT 
DAERAH 

  

  

ASISTEN 

    SEKDA         

13 — 

FORMAT SURAT REFERENSI 

  

KOP SURAT 

PEMDA 

SURAT REFERENSI 
      

Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara .......... (Konaannnaaaan dengan 

UisaweseayaRonuNak (Olsen PENTADE nease Oles Nomor 

panaaanan (7)... tanggal .............(8).........., dengan ini kami rnengajukan | 

permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-nama sebagai berikut 

  

  

BATASAN 
NO NAMA Mn JABATAN Ta BELANJA 

(LIMIT) 
(9) (10) (1) (12) (13) (14)| 
  

                
  

Adapuri pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk 

mendapatkan KKPD yang pembayarannya ditanggung seperiuhnya oleh 

SKPD sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang 

atas beban APBD. 

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan 

KKPD untuk SKPD .......... Ohojiaan , maka Administrator KKPD yang 

kami tunjuk adalah : 

Nama  mesayan Kok 

Jabatan £ memerah (17)... 

Teleporni/Fax 1 sunan (IS ma 

Email 3 samaan (19)... 

Administrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh FA (PA)/KPA 

(KPA) untuk menyampaikan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD 

secara sementara/permanen.
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Demikian kami sampaikan, atas pierhatian dan kerja samanya 

diucaplcan terima kasih. 

Hormat kami, 
Kepala PPKD selaku BUD 

Materai 
Rp. 10.000,00 

(20) 
(21) 

PER.UIG1C.AT 
D A E R A H 

K A B A G 
HUiOnil 

A S I S T E N 

SEKD.A 

  

-.14- 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya 

diucapkan terima kasih. 

Hormat kami, 

Kepala PPKD selaku BUD 
  

      

  

  

  

        

  

Materai 

Rp. 10.000,00 

Esa DO aa 

Sena ana Bana (OI naa 

/ 
PERANGKAT | 

DAERAH 

KABAG 1 

HUKUIA | 

ABISTEN Yr 

bh 

SEKDA 4 

1

http://PER.UIG1C.AT
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PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT R E F E R E N S I 

NO UR/JAN 

U; Diisi dengan lokasi 

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Referensi 

(3) 
Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra 
kerja Pemerintab Daerah 

(4) Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD i 

(5) Diisi dengan nama organisasi PPKD 

(6) Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama 

(7) Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama 

(8) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Keija Sama 

(9) Diisi dengan nomor urut 

(10) Diisi dengan nama Pemegang KKPD 

(11) Diisi dengan tanggal lahir Pemegang KKPD 

(12) Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD 

(13) Diisi dengan jenis KKPD 

(14) Diisi dengan nilai limit KKPD 

(15) Diisi dengan nama SKPD 

(16) 

Diisi dengan nama Administrator KKPD, dengan ketentuan : 
a. Penunjukan Administrator KKPE' bisa lebih dari 1 (satu) orang s 

dengan kebutuhan SKPD dan Surat Keputusan penetapan dar 
SKPD. 

h. Jumlah Administrator KKPD disesuaikan dengan ketentuan 
diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Wali Kota ini 

es 
i I 

\y 

uai 

ang 

(17) Diisi dengan jabatan Administrator KKPD. 

(18) Diisi dengan nomor telepon/fax Administrator KKPD 

(19) Diisi dengan alamat email Administrator KKPD 

(20) Diisi dengan nama PPKD selaku BUD 

(21) Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD 

- 15 - | 

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT REFERENSI 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

      

NO URAIAN | 

(1) | Diisi dengan lokasi | 

(2) | Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Referensi | 

(3) Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra 
kerja Pemerintah Daerah 

(4) | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD | 

(5) | Diisi dengan nama organisasi PPKD | 

(6) | Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama | 

(7) | Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama 

(8) | Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama 

(9) | Diisi dengan nomor urut 

(10) | Diisi dengan nama Pemegang KKPD 

(11) | Diisi dengan tanggal lahir Pemegang KKPD 

(12) | Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD 

(13) | Diisi dengan jenis KKPD 

(14) | Diisi dengan nilai limit KKPD 

(15) | Diisi dengan nama SKPD 

Diisi dengan nama Administrator KKPD, dengan ketentuan : 
a. Penunjukan Administrator KKPD bisa lebih dari 1 (satu) orang sesuai 

(16) engan kebutuhan SKPD dan Surat Keputusan penetapan dari KPA 

b. Jumlah Administrator KKPD disesuaikan dengar ketentuan yang 
diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Wali Kota ini 

(17) | Diisi dengan jabatan Administrator KKPD. | 
(18) | Diisi dengan nomor telepon/fax Administrator KKPD 

(19) | Diisi dengan alamat email Administrator KKPD | 

(20) | Diisi dengan nama PPKD selaku BUD | 
(21) | Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD     

  

PE RANGKAT 
PAERAH 

  

KABAG 

  

13/5TEN 

      T
g
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E;. F O R M A T D A F T A R P E N G E L U A R A N R I I L P E M B A Y A R A N P E N G A D A A N 

B A R A N G D A N J A S A S E R T A B E L A N J A M O D A L D E N G A N M E N ( 3 0 U N A K A N 

K K P D 

K O P S U R A T 
P E M D A 

DAFT AR PENGELUARAN RIIL PEMBAY/iRAN PENGADAAN BARANG 

DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DElfOAN MENGGUNAKAN KKPD 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Pangkat/Gol. Ruang 

Jabatjm 

SKPD 

Nomor KKPD 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Berdasarkan pembayaran dengan KKPD dalam rangka 

penggunaan UP, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya 

bahw£L : 

1. Rincian pengeluaran ri i l pembayaran pengadaan barang dan j asa 

serta belanja modal dengan menggunakan KKPD sebagai berikut : 

No 
Uraian 
Pengelu 

aran 

Jenis 
Belanja 
Barsmg 

dan 
Jasa/Mod 

a]. 

Pembebanan Anggaran 

Kode 
Sub 

Kegiata 
n 

Kode 
Akun 

Kode 
Kelomp 

ok 

Kode 
Jenis 

Kode 
Kode Rincia 
Objek n 

Objek 

Kode 
Sub 

Rincia 
n 

Objek 

Bukt i 
Pembelian 
/Pembaya 

ran 

Ada Tidak 

Jumlah 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 19) 

Total (20) 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan 

untuk pembayaran pembayaran pengadaan barang dan jasa serta 

belanja modal SKPD dengan mengg^imakan KKPD dan apabila di 

kemudian bari terdapat kelebiban atas pembayaran, kami bersedia 

untuk menyetorkan kelebiban tersebut ke Rekening Kas Umum 

Daerab. 

2 NG 

E. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN 

KKPD 

  

KOP SURAT 

PEMDA     
  

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG 

DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

. 
0 ..cororeorecenurasunaneanaaasanasanananaauanan aan naana (1) Nama 

NIP 

Pangkat/ Gol. Ruang 

Jabatan 

SKPD 

Nomor KKPD 

Berdasarkan pembayaran dengan KKPD dalam 

| aware aan hn angan (2) 

| ea aan (3) 

A benang ma nita NN BEN MIN N NMR Na PINK MAN KI MIL (4) 

kan eman sn (5) 

Pena un TA ap (6) 

  

rangka 

pengganaan UP, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa : 

1. Rincian pengeluaran riil pembayaran pengadaan barang dan jasa 

serta belanja modal dengan menggunakan KKPD sebagai berikut : 
  

No 

Uraian 
Pengelu 

aran 

Jenis 

Belanja 
Barang 

dan 

Jasa/Mod 
al 

Pembebanan Anggaran 

Bukti 

Pembelian 

/Pembaya 
ran 

— 

Jumlah 

  

Kode 

Sub 

Kegiata 
Kode 

Akun 

Kode 

Kelomp 

ok 

Kode 

Jenis 

Kode 

Objek 

Kode 

Rincia 

n 

Objek 

Kode 

Sub 

Rincia 

n 

Objek 

Ada Tidak 

  

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1S) (16) (17)| (18) (19) 
                        
    Total     (20) | 
  

  

PERANGKAT 
DAERAH 

  

  

/ 
A 
! 

    SEKOA         / 
r 

  
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan 

untuk pembayaran pembayaran pengadaan barang dan jasa serta| 

belanja modal SKPD dengan menggunakan KKPD dan apabila di 

kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia 

untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum 

Daerah.
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IDemikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk 

diperganakan sebagaimana mestinya 

(21) , 

(22) 

PPTK selaku Pelalcsana 
Kuasa Pengguna ICKPD 

(23) 

(24) 
(25) 

-.i7- 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya 

PPTK selaku Pelaksana 

Kuasa Pengguna KKPD 

  

PERANGKAT 
DAERAH 

  

  

    SEKDA     
  

/ 
5 | 

h 
| 
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PETUNJUK PENGISIAN 

DAFPAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYi\RAN PENGADAAN BARANG 

DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUN/».KAN KKPD 

T I R A T A N 

(1) Diisi dengan nama PPl'K selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPE 

(2) IDiisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(3) 
IDiisi dengan Pangkat/Gol. Ruang PPTK selaku Pelaksana 
l^engguna KKPD 

K\ ilasa 

(4) OiiQi r\f^'ncri^'n ij^l^atan PPTtC <ielî lni T^PIPW<;pni^ PCnp«4P P̂ *T̂ ĉ cm'np TCICI 'D 

(5) IDiisi dengan nama SKPD PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

I") i_/iisi uengan nomor is.i\.ru 
1 

I ' ) j j i is i uengan nomor urui 

(8) 
IDiisi dengan uraian pengeluaran/transaksi keperluan belanja 1 
(lan j asa sena oeianja niociai yang (iiuayarKan uengan rvivi u 

)ai •ang 

(9) IDiisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal 
- 1 

(10) IDiisi dengan kode sub kegiatan 

(11) IDiisi dengan kode akun 

(12) IDiisi dengan kode kelompok 4 
(13) IDiisi dengan kode jenis 

(14) IDiisi dengan kode objek 

(15) IDiisi dengan kode rincian objek 

(16) IDiisi dengan kode sub rincian objek 

(17) IDiisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran 

(18) IDiisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluai an 

(19) IDiisi denean iumlab nembavaran dcnean KKPD 
1-^ X X V J X V X V p i X X c ^ v A - X X 1 V n X X X X X X X 1 X V ^ X X X KfK^ J X X . X W X X X V X Im'XXC^LXX X X X . X X . X x - y 

(20) IDiisi dengan total pembayaran dengan KKPD 
FO 1 I 

(21) 
j j i i s i uengan loKasi 

(22) IDiisi dengan tanggal, bulan, dan tabun 

(23) IDiisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pen 
KKPD 

gguna 

(24) IDiisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPE 

(25) IDiisi dengan NIP PPTK selaku Pelaiisana Kuasa Pengguna KKPD 

-18 - 

PETUNJUK PENGISIAN 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG 

DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD 
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

    

PERANGKAT 
DAERAH 

  

  

  

ABISTEN 

NO URAIAN | 
| 

(1) |Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(2) | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang PPTK selaku Pelaksana Kuasa 
(3) Pengguna KKPD 

(4) | Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(5) | Diisi dengan nama SKPD PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(6) | Diisi dengan nomor KKPD 

(7) | Diisi dengan nomor urut 

(8 Diisi dengan uraian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang 

dan jasa serta belanja modal yang dibayarkan dengan KKPD | 

(9) | Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal 

(10) (Diisi dengan kode sub kegiatan 

(11) | Diisi dengan kode akun 

(12) | Diisi dengan kode kelompok 

(13) | Diisi dengan kode jenis 

(14) Diisi dengan kode objek 

(15) | Diisi dengan kode rincian objek 

(16) | Diisi dengan kode sub rincian objek 

(17) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran 

(18) (Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran 

(19) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD 

(20) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD 

(21) | Diisi dengan lokasi | 

(22) (Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun | 

(23) Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna 
KKPD 

(24) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

  

          (25)   Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 
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F'ORMAT DvVFTAR PENGELUARAN RI IL KEGIATAN PERJALANAN DINAS 

J ABATAN DENGAN MENGGUNAKAN KKPD 

KEANGKAT 
:>AERAH 

EASAG 
lUKUM 

J SISTEN 

SEKDA 

KOP SURAT 
PEMDA 

D/^.FTAR PENGELUARAN RI IL KEGIATAN PERJALANAN DINAS 

J ABATAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

Yang bertandatangan di bawab ini: 
Nama 

NIP 

Pangkat/Gol. Ruang 

Jabat£in 

SKPD 

Nomor KKPD 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor (7) 

tangg£j (8) , dengan ini kami menyatakan dengan 

sesunj^gubnya babwa : 

1. Rincian pengeluaran rii l kegiatan perjalanan dinas jab£Ltan dengan 

KKPD sebagai ber ikut: 

No Rincian 
Pengeluaran Pembebanan Anggaran Bukt i J u nlab 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) ( 19) 

Total ( 20) 
2. Juni lab uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan 

untuk pembayaran perjalanan dinas dan apabila di kemudian bari 

terdapat kelebiban atas pembayaran, kami bers(;dia untuk 

menyetorkan kelebiban tersebut ke RKUD. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenaimya, untuk 

diperg,unakan sebagaimana mestinya. 

Mengetabui, 

P I T K selaku Pelaksana 
Kuasa Pengguna KKPD 

(26) 

(27) 
(28) 

•(21) , (22).... 

Pelaksana SPD, 

(23) 

(24) 
(25) 

-19 - 

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS 

JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN KKPD 

  

  
KOP SURAT 

PEMDA     

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS 

JABATAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
II EN PENEMUAN RANTAI EN KAN (1) 

Y anna Dena (2) 

LAN MANILA KELAMAAN NENNNN PENA SANKEN EN penak (3) 

T gas (4) 

O SIA n SMK OR ENA ARI AKN Gaia meh membikin hER SA bd Bd (5) 

| memewnnsmesseann (6) 

Nama 

NIP 

Pangkat/ Gol. Ruang 

Jabatan 

SKPD 

Nomor KKPD 

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 

tanggal ........... (Bp anananananan 

sesungguhnya bahwa : 

dengan ini kami menyatakan dengan 

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan 

KKPD sebagai berikut : 

  

  

                    
      

No p Rincan Pembebanan Anggaran Bukti | Jumlah 
engeluaran 

2) | (10) (11) | (12) | (13) | (14) | (15) 1 (16) 1(7)|(18) (19) 

Total ag (20)   
  

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan 

untuk pembayaran perjalanan dinas dan apabila di kemudian hari 

terdapat kelebihan atas pembayaran, kami 

menyetorkan kelebihan tersebut ke RKUD. 

bersedia untuk 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk 

dipergunakan sebagaimana 

  

PERANGKAT 
Mengetahui, 

  

  

        
  

Te / PPTK selaku Pelaksana 
KABAG 1 Kuasa Pengguna KKPD 
HUKUM 

| ada N Dana (@iiloreeane 

basa 1 | seoanseneurd (2Tponnnnacnm. 
(pes (28) or cowevanex   mestinya. 

oo... 
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PETUNJUK PENGISIAN 

D/iFTAR PENGELUARAN RI IL KEGIATAN PERJALANAN DINAS 

JABATAN DENGAN KKPD 

NO URAIAN 

(1) Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

(2) Diisi dengan NIP Pelaksana Surat F'erjalanan Dinas (SPD) 

(3) 
Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Perjalanan D 
(SPD) 

nas 

(4) Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

(5) Diisi dengan nama SKPD 
I£i\ 
(6) 

Diisi dengan nomor KKPD 
(7) 1 IB 4 -̂B 4 yB4̂ 4 yV̂ -B • ~1 B'~B yB 4̂ .4 yB 4* B. * 1 X 1 1 

uiisi uengan nomor oyJJ 
(8) UUSI uengan tanggal b r u 
(9) UUSI uengan nomor urut 

(10) 1 B 4 4 4 4nJ 4 . 411 4 ŷ 44 4|IB 4r4 44 4,4 4 44— 44 4 4—4 44— 444 444 44% 4*V 4-% 1 % % 4.% 4 4 4—4 444 

UUSI uengan perincian pengeluaran 
(11) IDiisi dengan kode akun belanja 

(12) Diisi dengan kode kelompok belanja 
(13) Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa 
(14) Diisi dengan kode objek perjalanan dinas 
(15) Diisi dengan kode rincian objek perjalanan dinas 
(16) Diisi dengan sub rincian objek 

(17) Diisi dengan tanda centang apabiki terdapat bukti pengeluaran 

(18) Diisi dengan tanda centang apabiki tidak terdapat bukti pengelua ran 

(19) Diisi dengan jumlab pembayaran dengan KKPD 
(20) Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD i 

(21) Diisi dengan lokasi 
(22) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tabun 
(23) Diisi dengan tanda tangan Pelaksana SPD 
(24) Diisi dengan nama Pelaksana SPD pj—— 

(25) Diisi dengan NIP Pelaksana SPD 

(26) Diisi dengan tanda tangan PPFK selaku Pelaksana Kuasa Pengg 
KKPD 

una 

(27) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKP I ) 

(28) Diisi dengan NIP PF*TK selaku Pelaksana Kuasa Peng^pana KKPD 

- 20 - 

PETUNJUK PENGISIAN 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS 

JABATAN DENGAN KKPD 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

NO URAIAN 

(1) | Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

(2) | Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

(3) Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Perjalanan Dinas 
(SPD) 

(4) | Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

(5) | Diisi dengan nama SKPD 

(6) | Diisi dengan nomor KKPD 

(7) | Diisi dengan nomor SPD 

(8) | Diisi dengan tanggal SPD 

(9) | Diisi dengan nomor urut 

(10) | Diisi dengan perincian pengeluaran 

(11) | Diisi dengan kode akun belanja 

(12) | Diisi dengan kode kelompok belanja 

(13) | Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa 

(14) | Diisi dengan kode objek perjalanan dinas 

(15) | Diisi dengan kode rincian objek perjalanan dinas 

(16) | Diisi dengan sub rincian objek 

(17) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran 

(18) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran 

(19) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD If 

(20) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD 

(21) | Diisi dengan lokasi 

(22) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun 

(23) | Diisi dengan tanda tangan Pelaksana SPD 

(24) | Diisi dengan nama Pelaksana SPD 

(25) | Diisi dengan NIP Pelaksana SPD 

(26) Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna 
KKPD 

(27) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pergguna KKPD 

(28) | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD   
  

  

  

    SEKDA          
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r . FORMAT DAFTAR PPEMBAYARAN TAGIHAIM KKPD 

KOP SURAT 
PEMDA 

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD 

BANK (1) 

No Nama No. 
KiCPD 

Belanj 
a Jenis 
Baran 

g 

Rincian 
Pengelu 

a-ran 

Pembebanan Anggaran Jumla l i 
Pembay 

aran 
(dalam 

Rupiah) 

No Nama No. 
KiCPD 

Belanj 
a Jenis 
Baran 

g 

Rincian 
Pengelu 

a-ran 
Kode 
Sub 
Keg. 

Kode 
Akun 

Kode 
Kelo 

mpok 

Kode 
Jenis 

Kode 
Objek 

Kode 
Rincia 

n 
Objek 

Kode 
Sub 

Rincia 
n 

Objek 

Jumla l i 
Pembay 

aran 
(dalam 

Rupiah) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Biaya 
Mater 
ai*) 

Total *15) 

(16) , 

(17)... 

PA/KPA, 

(18). 

(19). 
(20). 

P E R A N G K . A T 

D.AER.AH 

K A B A G 

H U K U K : 

ASISTEH 

SEKDA 

- 2 1 - 

  

      

  

  

  

  

  

                        
        
  

  

  

  

            

F. FORMAT DAFTAR PPEMBAYARAN TAGIHAN KKPD 

KOP SURAT 
PEMDA 

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD 

BANK ........ Pj oenewnas 

Pemibebanan Anggaran Jukbtah 

N Belanj Rincian Kode | Kode (Pembav 
Nol Nama NO. ANIS bengeta| Kode Kode ... | Sub 

KKPD | Baran g Sub Kode Kelo Kode | Kode |(Rincia Rincia aran 
esa Keg Akun Kanak JenisObjekl n 2 kehara 

: i upi Objek Objek p | 

(2)|. (3) (4) (5) (6) ?) | 89 | 9) (AO) | Al)| C2) | (43) || (14) 

Biaya | 
Mater 

ai”) . 
Total | (4S) 

saKasa (Toha 

BEM aana NA Tn arsnrtoua 

PA/KPA, 

penanananaaan (18) acc. 

TARUNA (19panannnnnnanaa 
kanaaaaaaaan (20) an. 

/ 
PERANGKAT / 

DAERAH 

KABAG f 
HUKUN 

ASISTEN | 

f 

SEKDA k
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PETUNJUK PENGISIAN 

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAIM PEMEGANG KKFD 

NO URAIAN 

(1) Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD 

(2) Diisi dengan nomor urut 

(3) Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPD 

(4) Diisi dengan nomor KKPD 

(5) Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal 

(6) 

Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibayarkan dei 
KKPD. *)Untuk Biaya Materai, apabila masuk daJam Tagibar 
billing)/Daftar Tagiban Sementara, agar dimasukkan dalam rir 
pengeluaran untuk dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD 

I 
ici 

an 
(e-
an 

(7) Diisi dengan kode sub kegiatan 

(8) Diisi dengan kode akun 

(9) Diisi dengan kode kelompok belanja 

(10) Diisi dengan kode jenis belanja 

(11) Diisi dengan kode objek belanja 

(12) Diisi dengan kode rincian objek belanja 

(13) Diisi dengan kode sub rincian objeF: belanja 

(14) 
Diisi dengan jumlab yang barus dihiayarkan atas beban APBD 
untuk masing-masing Pemegang KKPD 

(15) Diisi dengan total yang barus dibayarkan atas beban i\PBD 

(16) Diisi dengan lokasi 

(17) 
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tabun penandatanganan D 
Pembayaran Tagiban Pemegang KKPD 

aftar 

(18) Diisi dengan tanda tangan PA/KPA dan dibububi cap dinas 

(19) Diisi dengan nama lengkap PA/KPA 

(20) Diisi dengan NIP PA/KPA 

-22 - 

PETUNJUK PENGISIAN 

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKFD 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

      

NO URAIAN 

(1) | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD 

(2) | Diisi dengan nomor urut 

(3) | Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPD 

(4) |Diisi dengan nomor KKPD 

(5) | Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal 

Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibayarkan dengan 
(6) AN “JUntuk Biaya Materai, apabila masuk dalam Tagihan te 

illing)/Daftar Tagihan Sementara, agar dimasukkan dalam rincian 
pengeluaran untuk dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD 

(7) | Diisi dengan kode sub kegiatan 

(8) | Diisi dengan kode akun | 

(9) | Diisi dengan kode kelompok belanja | 

(10) | Diisi dengan kode jenis belanja 

(11) | Diisi dengan kode objek belanja 

(12) | Diisi dengan kode rincian objek belanja 

(13) | Diisi dengan kode sub rincian objek belanja 

(14) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban APBD | 
untuk masing-masing Pemegang KKPD 

(15) (Diisi dengan total yang harus dibayarkan atas beban APBD 

(16) | Diisi dengan lokasi 

(17) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Daftar 
Pembayaran Tagihan Pemegang KKPD | 

(18) | Diisi dengan tanda tangan PA/KPA dan dibubuhi cap dinas 

(19) | Diisi dengan nama lengkap PA/KPA 

(20) | Diisi dengan NIP PA/KPA 
  

  

(DAERAH 

ERANGKA" 

—
 

  

KABAG 

  

ASISTEN 

1 
9 

fa
 

    SEKDA         T
R
,
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FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN 

KOP SURAT 
PEMDA 

Nomor : S-....(l) (Tanggal, Bulan, 
Tahun) 

Sifat : Segera 

Lampiran : ....(2) 

Hal : Pemberitahuan Penolakan 

Bukt i -Bukt i Pengeluaran KKJ=>D 

Ytb (3) 

(4) 

(5) 
di....(6) 

1. Dasiar : 

a. Peraturan Wali Kota ...(7)... Nomor ....(8).... tentang Tata Cara 

Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintab Daerab 

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerab; 

b. Daftar Pengeluaran Rii l Kegiatan Pengadaan Bairang dan J a s a serta 

EJelanja Modal Dengan KKPD a.n (9) dengan Nomor 

P : K P D (10) ; 

c. Daftar Pengeluaran Rii l Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan 

KKPD a.n (11) dengan nomor KKPD (12) ; 

dan/atau 

d. Tagiban (e-billing)/Daftar Tagiban Sementara a.n (13) 

d engan nomor KKPD (14) 

2. Sebubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan basil 

peni^ujian oleb PPK SKPD, denggm ini disampailian rincian 

peni^eluaran rii l kegiatan pengadaan barang dan j asa serta belanja 

modal dan/atau kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKPD yang 

tidak dapat disetujui/disabkan untuk dilakukan pembayaran atas 

bebiin APBD, meliputi : 

- 23 - 

G. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN 

  

      
KOP SURAT 
PEMDA 

Nomor :S-....(1)..... (Tanggal, Bulan, 
Tahun) 

Sifat : Segera 

Lampiran :....2)..... 

Hal : Pemberitahuan Penolakan 

Bukti-Bukti Pengeluaran KKPD 

Yih sa (Shows 

me mmnaamns (Kanaaananaan 

kawasan On 

CE ansat rona 

1. Dasar: 

a. Feraturan Wali Kota ...(7)... Nomor ....(8).... tentang Tata Cara 

Fenggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, 

b. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta 

Belanja Modal Dengan KKPD a.n. ........ (Op sewaan dengan Nomor 

KKPD caxai» (hmm : 

c. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan 

KKPD @.n. serisenaa (LL Ihsan dengan nomor KKPD ......... (12) 

dan/atau 

d. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara a.n. ........ (13) 

cengan nomor KKPD ........ (Ines 

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil 

  

PERANGKAT 
DAERAH 

  

  

        f 1 beban APBD, meliputi : 

    
  

  

! pengujian oleh PPK SKPD, dengan ini disampaikan rincian 

pengeluaran riil kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja 

modal dan/atau kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKPD yang 

( tidak dapat disetujui/disahkan untuk dilakukan pembayaran atas
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1 

No 
Rincian 

Pengelua 
-ran 

Pembebanan Anggaran Bukt i 

J u m l a 
n Ke t 

A 1 4 . . 4 . 4 

n 
Penol 
akan 

No 
Rincian 

Pengelua 
-ran 

Kode 
Sub 
Keg. 

Koue 
Akun 

Kode 
Kelomp 

O K 

"W r^A .r. 

Koue 
Jenis 

TZ r.A^ 

rvoue 
Objek 

Kode 
Rincia 

n 
Objek 

IZ r..A^ 

Kocle 
Sub 

Rincia 
11 

Objek 

Ada Tidak 
J u m l a 

n Ke t 

A 1 4 . . 4 . 4 

n 
Penol 
akan 

(15 
) 

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (2/ ) (28) 

Total (29) 

3. Selanjutnya, terbadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud 

pada angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab 

pribadi Pemegang KKPD/Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dem barus 

dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPID sebelum tanggal jatub tempo 

pembayaran. 

Demikian kami sampaikan, atas perbatian dan kerja samanya 

diucapkan terima kasih 

PA/ 
KPA 
SKPD (30) 

(nama jelas) 
NIP (31). 

TemlDusan : 

1. KPA SKPD (32)....; 

2. EJendahara Pengeluaran/Bendaharei Pengeluaran Pembantu 

SKPD .(33). 

  

  

  

  

                      
            
  

  

  

  

          

24 - 

Pembebanan Anggaran Bukti 

means MN — Alasa 
Rincian Kode | Kode Lana 

mla| .. | Ill n 

NofPengelua er (Kode dinap Kode (Kode (Rincia -anaa Ada tidak h Ket (penol 
sran Akun P'Jenisiobjekl n 

Keg. ok 1 Obiek |. 2 akan 
JEX | Objek | 

15 
i (16) | (7)| 48)| (9) | (20) | (21) | (22) | (23) ((24)| (25) | (26) (27 (28) 

| 
| 

Total (29) |. 

3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud 

pada angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab! 

pribadi Pemegang KKPD/ Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan harus 

dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD sebelum tanggal jatuh tempo 

pembayaran. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya 

diucapkan terima kasih 

PA/ 
KPA 
SKPD ........ (30)....... 

(nama jelas) 
NIP, mawas (9 Ika 

Tembusan : 

1. KPA SKPD ..... (22 

2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

SKPD ...... (33)...... 

/ 

ter f 
KABAG 1 
HUKUM 

A3I3TEN / 

! SEKDA 

| 

|  



- 25 -

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI -BUKTI PENGELUARAN 

KKPD 

NO URAIAN 

(1) Diisi dengan nomor surat 

(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat 

(3) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPE 

(4) Diisi dengan jabatan PPTK selaku F'elaksana Kuasa Pengguna KKl 

(5) 
Diisi dengan alamat Kantor PPl'K selaku Pelaksana Kuasa Peng 
ICKPD 

^una 

(6) Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat kantor SKPD —H 

(7) IDiisi dengan nama SKPD 
—u 

(8) IDiisi dengan nomor Peraturan Wali Kota 

(9) IDiisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPE 

(10) IDiisi dengan nomor KKPD 

(11) IDiisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPE 

(12) T N * * * "1 T y T y T ^ T ^ 

IDusi dengan nomor KKPD 
(13) IDusi dengan nama Pemegang KKPD 
(14) IDusi dengan nomor KKPD 
(15) IDusi dengan nomor urut 

(161 
IDiisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja ba 
Hf in ^spftfl V ip lpni t i m n H f l l H i m / p i t j i i i hpli^Tiifi i i p f i i ^ l i ^ n t i n r 
*J.CIXJ. J C L O C L O ^ X L.CL X X V^XcxXXJCL X X X X /UCLX O i f : X X X / C X L C X L X L X O X c L X X J C X I J ^ X J CxXCXXXCLlX V, 

jabatan yang dibayarkan dengan KXPD 

rang 
linas 

U ' / J - / X X O X VX.V.'XXgCXXX I x C D O l X ' O d I L / I x C ^ ^ X C l t C l X X 

(18) IDiisi dengan kode akun 
11 fy\ 

(19) 
Diisi dengan kode kelompok 
J-^ilol LlCxl^cUl JvULlC JClllo 

(21) IDiisi dengan kode objek 
(22) IDiisi dengan kode rincian objek 

i_4 

(23) IDiisi dengan kode sub rincian objek 

(24) Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran 
i 

(25) 
• B B yB B yx ti'^ ^^f^ fc4% X 4.% %A yj j—m 4.% 4.% 4- yB yv ŷ  yB y^ 4 1 yB y % yX yB 1 y y yBy* yX yB bi-. yB X- ^ 1 yy % 

LJiisi uengan tanaa centang apaoiia tiaaK teraapat ouJcti 
Pengeluaran 

(26) Diisi dengan jumlab pembayaran dengan KKPD 

(27) 
Diisi dengan keterangan dengan penjelasan alasan rii 
pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak disetujui 
PA/KPA "Tidak Disetujui/Tidak Disabkan". 

ician 
oleb 

(28) Diisi dengan alasan penolakan 
(29) Diisi dengan total jumlab pengeluaran 
(30) Diisi dengan nama SKPD 

95 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  
  

PERANGKAT 
DAERAH   

  

  

ASISTEN 
  

  

    SEKDA     
          

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN 

KKPD 

NO URAIAN 

(1) | Diisi dengan nomor surat 

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat 

(3) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(4) | Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

Diisi dengan alamat Kantor PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna 
ta) KKPD 

(6) | Diisi dengan alamat tempat/ domisili/ alamat kantor SKPD 

(7) | Diisi dengan nama SKPD 

(8) | Diisi dengan nomor Peraturan Wali Kota 

(9) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(10) | Diisi dengan nomor KKPD 

(11) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna an 

(12) | Diisi dengan nomor KKPD 

(13) (Diisi dengan nama Pemegang KKP) 

(14) |(Dusi dengan nomor KKPD | 

(15) | Diisi dengan nomor urut | 

Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang 
(16) |dan jasa serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas 

jabatan yang dibayarkan dengan KKPD 

(17) | Diisi dengan kode sub kegiatan 

(18) (Diisi dengan kode akun 

(19) | Diisi dengan kode kelompok 

(20) | Diisi dengan kode jenis 

(21) | Diisi dengan kode objek 

(22) | Diisi dengan kode rincian objek 

(23) | Diisi dengan kode sub rincian objek 

(24) (Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran 

(25) Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti 
Pengeluaran 

(26) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD | 

Diisi dengan keterangan dengan penjelasan alasan rincian 

(27) |pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak disetujui oleh 
PA/KPA "Tidak Disetujui/Tidak Disahkan". 

(28) | Diisi dengan alasan penolakan 

(29) | Diisi dengan total jumlah pengeluaran 

(30) | Diisi dengan nama SKPD   
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(31) IDiisi dengan NIP PA/KPA 
(32) IDiisi dengan nama SKPD 
(33) IDiisi dengan nama SKPD 

WALIKOTA OGRONTALO, 

MARTEN A. TAHA 

PERANGIIAT / DAERAH 

KABAG 
HUKUll 

ASISTEN 

SEKDA 1 
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| (31) | Diisi dengan NIP PA/KPA 
  

(32) | Diisi dengan nama SKPD 
  

(33) (Diisi dengan nama SKPD         

/, ALIKOTA GORONTALO, 

— 
MAR A. TAHA 

  
  

PERANGINAT 
DAERAH 

  

KABAG 

  

ASISTEN 

  

SEKDA       

H
I
 
K
T
 

“
S
e
 

 


